BAB V
IMLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA DI KABUPATEN TANAH LAUT

Implementasi kebijakan yang sering dilaksanakan di
Indonesia adalah kebijakan yang berbentuk program-program
sebagaimana telah dijelaskan pada Bab Il (hal 104), yaitu model
formulasi kebijakan derivate atau memerlukan turunan dari
kebijakan publik tersebut. Diantaranya kebijakan publik yang
berbentuk Perda, pada tingkat kabupaten inilah yang sedang peneliti
deskripkan pada bab ini, yaitu kebijakan yang memerlukan
penjelasan, yang diistilahkan dengan peraturan pelaksanaan.
Sementara kebijakan publik yang langsung bisa operasional, antara
lain, keppres, keputusan kepala daerah (pergub, perbub) adalah
bentuk kebijakan yang lebih operasional. Untuk memberikan
gambaran secara menyeluruh selain Perda No. 5 Th. 2014, tentang
Rencana Induk Pengembangan Kepariwisataan Daerah (selanjutnya
disebut Perda RIPKD), dan Perda No. 5 Tahun 2015 Tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (selanjutnya di sebut Perda PK),
peneliti uraikan sebagai komponen-komponen yang termasuk
bagian dari implementasi kebijakan dalam pengembangan
pariwisata di Kabupaten Tanah Laut, sebagaimana berikut ini;

5.1 Rumusan Kebijakan Pariwisata Kabupaten Tanah Laut

Kebijakan publik adalah keputusan politik yang dibuat oleh
Lembaga publik, rumusan kebijakan inilah akan disampaikan
melalui komunikasi formal dan non formal, langkah awal
pengimplementasian kebijakan adalah mengkomunikasikan kepada
penerima kebijakan melalui sosialisasi dan lainnya, untuk
mendeskripkan keputusan kebijakan yang akan dilaksanakan, yaitu
terdapat empat jenis keputusan kebijakan publik, yaitu;

1. Kebijakan formal,

2. Kebiasaan umum Lembaga publik yang telah diterima
bersama (konvensi)

3. Pernyataan pejabat dalam forum publik

4. Perilaku pejabat publik



Kebijakan formal yang dimaksud, sesuai dengan TAP MPR
No. 11I/MPR/2000, UU No. 10/2004 serta UUNo. 12/2011, diantara
rumusan kebijakan publik adalah peraturan daerah (yang dimaksud
disini perda setingkat kabupaten), Perda sebagai kebijakan formal.
Perda No. 05/2014 vyang berisi tentang Rencana Induk
Pengembangan Kepariwisataan Daerah (RIPKD), dan Perda No. 05
Tahun 2015, adalah tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (PK).
Hal ini merupakan rumusan kebijakan publik yang disepakati
bersama, dan disahkan bupati, untuk dilaksanakan sesegeranya
sampai pada tahun 2018, sesuai berakhir masa jabatan Bupati dan
Wakil bupati terpilih. Selain itu peneliti mengemukakan visi dan
misi Bupati serta wakilnya, sebagai suatu kebijakan formal, karena
visi dan misi sering diucapkan dalam setiap pertemuan dan ,
sambutan, arahan pada acara resmi maupun kegiatan di masyarakat.
Hal ini dikategorikan selain sebagai dokumen resmi untuk acuan
program kegiatan pemerintah, juga sebagai suatu ucapan pejabat
publik diforum publik.

Pada saat penelitian ini Bupati dan Wakil Bupati yang
sedang berkuasa, telah menetapkan Visi, yaitu Tanah Laut
berkemajuan, Kampiun, Religius, Akuntabel, dan Terunggul
(BerKaRakter). Visi dan Misi Bupati ini, peneliti kemukakan,
karena kebijakan yang dilaksanakan adalah berdasarkan pada visi
dan misi, yang harus dicapai selama periode lima tahun menjabat
sebagai kepala daerah.

Untuk dapat dipahami oleh masyarakat dilakukan
terjemahan visi, yaitu: Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius,
akuntabel, dan terunggul (BerKaRAKTer) memiliki 5 (lima) frase
yang lebih terukur, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, yaitu :

1. Berkemajuan, yaitu; masyarakatnya menjadi lebih maju
dari sebelum Visi ini dibuat, baik secara ideologi, ekonomi,
politik, sosial, budaya, dan hukum. Demikian juga lebih
tenteram, aman, dan damai.

2. Kampiun, yaitu; Masyarakatnya akan selalu berusaha untuk
menjadi pemenang di tengah persaingan global yang sangat
kompetitif untuk meningkatkan kesejahteraannya. Adanya



perdagangan bebas dunia, seperti: AFTA, NAFTA, APEC,

dan GATT tidak akan membuat masyarakat menjadi

penonton, tetapi harus ikut menjadi pemain dan / atau
pelaku yang secara bertahap harus menjadi pemenang.

3. Religius; Masyarakatnya taat menjalankan syariat agama.
Beragama tentunya tidak hanya pada tataran simbolisme
dan normatif semata, tetapi diusahakan untuk lebih optimal
lagi mewarnai praktek-praktek bernegara, berpemerintahan,
dan bermasyarakat.

4. Akuntabel, yaitu; Pelaksanaan Pemerintahan yang bisa
dipertanggung-jawabkan  kepada pemegang mandat
tertinggi yaitu masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah
penilaian tata kelola keuangan yang harus secepatnya
bergerak dari opini wajar dengan pengecualian (WDP)
menuju wajar tanpa pengecualian (WTP).

5. Terunggul, vaitu; Semua kemajuan, kemenangan,
kerelijiusan, dan keakuntabelan bisa terus dipertahankan di
masa-masa yang akan datang untuk menyongsong Tanah
Laut menjadi daerah industri dan pelabuhan. Minimal
beberapa sarana dan prasarana kearah itu sudah bisa
disiapkan sampai dengan tahun 2018.

Penyusunan visi dimaksud tentunya dibuat setelah
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2005-2025. Begitu juga
dengan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2008-2013. Semua
regulasi yang berlaku akan dijadikan acuan dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk juga dengan
memperhatikan kedudukan Kabupaten Tanah Laut sebagai bagian
dari Provinsi Kalimantan Selatan dan dalam koridor Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Yang tidak kalah pentingnya
adalah kedudukan Tanah Laut sebagai bagian dari masyarakat
global tentu juga memperhatikan millineum development goals
(MDG’s). yang lebih penting lagi adalah dengan melakukan
penjaringan aspirasi masyarakat dan diskusi intensif dengan



beberapa pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten
Tanah Laut, seperti : tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh
pemuda, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh remaja puteri, dan
lain-lain.

Secara sosiologis visi tersebut tentu saja tidak hanya
berdimensi ekonomi, namun juga mencakup dimensi sosial,
budaya, hukum, pemerataan dan keadilan. Oleh karena itulah,
Tanah Laut berkemajuan, kampiun, religius, akuntabel, dan
terunggul (BerKaRAKTer). Selain Visi telah ditetapkan beberapa
misi, yang Salah satu misi yang terkait dengan masalah kebijakan
pariwisata adalah sebagai berikut; Pengembangan potensi
pariwisata menuju Tanah Laut sebagai daerah tujuan wisata di
Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif maupun
secara kompetitif. Hal ini ditindak lanjuti melalui beberapa agenda
sebagai salah satu tahapan pencapaian Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah laut tahun
2005-2025, maka dapat disusun agenda pembangunan sebagai
berikut; bidang kebijakan pariwisata, yaitu; Strategi yang ditempuh
adalah perbaikan aksesibilitas, perbaikan fasilitas sarana dan
prasarana wisata, pengembangan wisata ekologis, promosi wisata,
dan pengembangan adat setempat.

Selanjutnya tambahkan memperkuat dukungan terhadap
pariwisata, yaitu pada misi ke lima berbunyi; pengembangan
potensi pariwisata menuju tanah laut sebagai daerah tujuan wisata
di Kalimantan Selatan yang lebih unggul secara komparatif
maupun secara kompetitif. Melalui misi ini diharapkan sejumlah
wisatawan meningkat, dan pendapatan daerah juga meningkat
melalui sektor pariwisata. Misi yang ketujuh yaitu; pengembangan
invoasi, teknologi, budaya dan kreativitas daerah melalui misi ini
diharapkan kesenian daerah melalui pegelaran, pameran, festivel
maupun lomba. Target yang akan dicapai dengan pariwisata adalah
Pengembangan Pariwisata Unggulan.

Dengan demikian formulasi visi dan misi, yang telah
dirincikan dengan koridor dan agenda, adalah; sebagai bentuk
rumusan kebijakan publik, meskipun dalam bentuk tertulis tapi



menjadi dasar, sumber materi dalam setiap memberikan sambuatan,
arahan dan rapat-rapat maupun diskusi pada forum SKPD, serta
pertemuan resmi publik lainnya, sehingga merupakan bagian dari
implementasi kebijakan dalam bidang pengembangan pariwisata di
Tanah Laut secara menyeluruh.

Kabupaten Tanah Laut adalah wilayah yang dilalui Jalan
Lintas Kalimantan Poros Selatan yang menghubungkan dengan
Kabupaten Kotabaru dan Propinsi Kalimantan Timur. Juga
dihubungkan daengan wilayah barat dengan Kabupaten Banjar.
Terminal darat yang tersedia antara lain adalah terminal di kota
Pelaihari dan hampir semua kecamatan memiliki terminal darat.
Sarana angkutan sungai yang tersedia berupa dermaga yang ada di
setiap sungai yang relatif besar. Beberapa pelabuhan yang tersedia
di kawasan ini adalah beberapa pelabuhan rakyat dan pelabuhan
Batubara yang relatif dekat dengan pelabuhan Trisakti di
Banjarmasin. Bandara Syamsudin Noor di Banjarmasin dapat
dipergunakan oleh masyarakat karena jaraknya yang relatif dekat.

Ruas jalan Kalimantan di bagian timur yang melewati
Kabupaten Tanah Laut kondisi jalannya sudah mantap. Dengan
adanya ruas jalan tersebut maka sangat menunjang proses distribusi
hasil produk pertanian, perkebunan, kehutanana, pertmabnagna
serta sektor wisata. Disamping itu juga memperlancar arus
perdagangan dan jasa. Potensi ini dapat dimanfaatkan secara
optimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sarana transportasi utama yang digunakan adalah mobil/angkutan
umum dan ojek. Selain itu adalah perahu sewa, kendaraan sewa
yang digunakan untuk mengunjungi kawasan yang relatif jauh.

Pembangunan kepariwisataan diarahkan untuk terus
ditingkatkan dan dikembangkan guna memperluas dan
memeratakan kesempatan usaha dan lapangan Kkerja,
mendorong pembangunan daerah, meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperkaya
kebudayaan dengan tetap mempertahankan kepribadian
bangsa dan tetap terpeliharanya nilai-nilai agama, serta



memperhatikan kelestarian fungsi dan mutu lingkungan
hidup. Pembangunan kepariwisataan juga diarahkan untuk
mendorong pengembangan, pengenalan dan pemasaran
produk-produk daerah. Terkait dengan hal tersebut pariwisata
ditujukan  sebagai  sektor andalan yang  mampu
mengembangkan ~ dan  meningkatkan  daya  saing
kepariwisataan serta sumber daya manusia dan peran serta
masyarakat dan swasta.

Pada dasarnya  pembangunan  kepariwisataan
dilaksanakan melalui dua program pokok, yaitu: (a) program
pemasaran pariwisata dan (b) program pengembangan produk
wisata, serta lima program penunjang, vaitu: (a) program
pengendalian pencemaran lingkungan hidup, (b) program
pendidikan, pelatihan dan penyuluhan pariwisata, (c) program
penelitian dan pengembangan pariwisata, (d) program
pembangunan prasarana pariwisata dan (e) program
pembinaan.

Kabupaten Tanah Laut memiliki potensi strategis dan
historis, selain potensi alam, bagi pengembangan Pariwisata, dalam
konteks kepentingan lokal, regional, serta nasional. Berdasarkan
Undang-Undang No. 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan,
mengharuskan bahwa Pengembangan Pariwisata mengacu
kepentingan nasional, regional, maupun lokal. Pokok-pokok pikiran
yang dimaksud, dapat dijabarkan sebagai berikut :

a. Kepentingan Nasional, yakni dalam rangka pembangunan
wilayah maupun pengembangan Pariwisata Nasional,
diarahkan guna mencapai optimal dengan merespon selera
pasar pariwisata dunia, yang ditunjang dengan promosi
internasional secara professional dan terpadu.

b. Kepentingan Regional, yakni dalam rangka pengembangan
pariwisata antar daerah. Dalam hal ini, harus diarahkan pada



keterkaitan yang saling menunjang serta saling melengkapi
antar daerah. Hal demikian selain akan menjadikan kompetisi
sehat, juga akan mengurangi friksi akibat perbedaan potensi
wisata antar daerah.

c. Kepentingan lokal, yakni terkait bahwa perencanaan
pengembangan pariwisata daerah, harus mencerminkan
otonomi daerah, melalui upaya mengoptimalkan pemanfaatan
potensi daerah maupun sumberdayanya. Selain itu,
pengembangan pariwisata daerah harus juga memperhatikan
kelestarian alam dan lingkungannya.

Kabupaten Tanah Laut merupakan salah satu
kabupaten di wilayah Propinsi Kalimantan Selatan dengan
potensi pariwisata yang cukup beragam, diantaranya wisata
alam, peninggalan sejarah serta wisata seni dan budaya.
Beragamnya wisata ini merupakan modal yang potensial bagi
usaha pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Tanah
Laut. Potensi kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut perlu
dikembangkan guna menunjang pembangunan daerah dan
pembangunan kepariwisataan pada khususnya.

Pengembangan kepariwisataan diharapkan tidak hanya
mengutamakan  segi-segi  pendapatan, hamun  juga
memperhatikan segi agama, budaya, pendidikan, lingkungan
hidup, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta
kenyamanan. Obyek-obyek wisata yang berada di wilayah
Kabupaten Tanah Laut letaknya tersebar, oleh karena itu
dalam rangka pengembangan Kkepariwisataan diperlukan
langkah-langkah pengaturan yang mampu mewujudkan
keterpaduan, keserasian dalam kegiatan penyelengaraan
kepariwisataan yang berwawasan lingkungan. Langkah-
langkah pengaturan pengembangan pariwisata tersebut
dituangkan  dalam  Rencana  Induk  Pembangunan
Kepariwisataan Daerah (RIPKD).



Pembangunan pariwisata mencakup dua dimensi
ekonomi yaitu dimensi ekonomi dan sosial budaya. Dimensi
ekonomi merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan
daya saing dan sekaligus meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu pembangunan pariwisata harus mampu memulihkan
citra pariwisata bagi daerah maupun nasional sebagai daerah
tujuan wisata yang aman dan nyaman untuk dikunjungi. Dari
aspek sosial budaya, kebijakan pengembangan pariwisata
merupakan upaya pendekatan dalam melestarikan nilai-nilai
budaya masyarakat di daerah, melestarikan alam,
melestarikan  lingkungan  serta  menumbuhkan  rasa
kebanggaan nasional dalam rangka mengantisipasi pengaruh
budaya global yang bertentangan dengan budaya bangsa.
Beberapa aspek yang terkait pengembangan pariwisata
adalah:

1. Destinasi yaitu tempat/lokasi obyek wisata
Produk wisata
Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW)
Akomodasi wisata
Sarana dan Prasarana Pariwisata
Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pariwisata
Lingkungan Wisata
Ekonomi Kepariwisataan
Beberapa temuan-temuan pada proses pelaksanaan
kebijakan pariwisata, yang peneliti merupakan rumusan-rumusan
formal yang berbentuk regulasi secara politis, yaitu kebijakan
publik, yang berhubungan dengan Kkebijakan pengembangan
pariwisata di Kabupaten Tanah Laut, yaitu :
5.1.1 Kebijakan Menurut RENSTRADA Kabupaten Tanah
Laut

Rencana Strategis Daerah juga merupakan adalah bagian
dari rumusan kebijakan publik, dalam hal ini dibagi dalam dua hal,
yaitu berisi tujuan dan sasaran yang hendak dilaksaakan.
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1. Program Kebijakan Bidang Pariwisata
a. Tujuan

1) peningkatan kegiatan pariwisata sebagai wahana
mempromosikan seni, budaya tradisional dan pesona
alam pegunungan

2) perwujudan kegiatan pariwisata sebagai wahana
memahami dan menghargai terhadap seni dan budaya
masyarakat lain

3) peningkatan kegiatan pariwisata sebagai wahana kreatif
dibidang kesenian dalam mendukung pengembangan
dan pengkayaan budaya baru sesuai tantangan masa
depan

4) peningkatan kontribusi kegiatan pariwisata sebagai
sumber devisa dan kesejahteraan masyarakat

5) peningkatan peran aktif masyartakat dan usaha kecil
dan menengah (UKM) dalam pengembangan pariwisata

6) peningkatan  manajerial  pengelolaan  kegiatan
pariwisata

b. Sasaran

1) Meningkatnya efektifitas kegiatan pariwisata sebagai
wahana promosi seni, budaya tradissional dan pesona
alam pegunungan

2) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana yang
mendukung pemahaman dan penghargaan masyarakat
terhadap seni dan budaya masyarakat lain

3) terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wahana
pendukung upaya berkreasi dibidang kesenian serta
wahana yang mendukung pengembangan dan
pengkayaan budaya baru sesuai tantangan masa depan

4) meningkatkan sumbangan (kontribusi) pariwisata dalam
mendorong peningkatan devisa dan kesejahteraan
masyarkat Kabupaten Tanah Laut

5) meningktanya peran aktif masyarakat UKM dalam
pengembangan pariwisata



6) meningkatnya kualitas manajerial pengembangan
produk pariwisata
2. Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan pembangunan Bidang Pariwisata
periode tahun 2012 s/d 2016 disusun dengan urutan
prioritasnya (tahun pelaksanaanya) ditentukan dengan
metode SMART.

5.1.2 Kebijakan Menurut Propeda Kabupaten tanah Laut
Diadakannya Program Pengembangan Pariwisata,
tujuannya mengembangkan dan mamperluas diversifikasi produk
pariwisata dan kualitas pariwisata daerah dengan basis
pemberdayaan masyarakat, kesenian dan SDA daerah.
1. Sasaran program adalah :
e meningkatkan kegiatan pariwisata sebagai wadah promosi
seni, budaya tradisional dan pesona alam
e terwujudnya kegiatan pariwisata sebagai wadah
pendukung dan berekreasi
e meningkatnya sumbangan sektor pariwisata terhadap
pembangunan ekonomi daerah dan masyarakat lokal
e meningkatnya peran aktif dunia usaha, utamanya skala
kecil dalam menghasilkan produk-produk pariwisata dan
meningkatnya kualitas manajerial,pengembangan produk
wisata dan keterpaduannya dengan pemasaran pariwisata
2. Kegiatan pokok yang harus dilakukan, adalah :
a. merumuskan strategi pemasaran industri pariwisata
b. mengembangkan pesona alam lokal, budaya dan
kesenian daerah
c. meningkatkan mutu jasa pelayanan pariwisata
d. mengembangkan kulaitas SDM dan peran aktif
masyarakat dalam pengembangan industri pariwisata.
Atas dasar pertimbangan tersebut, serta mengacu potensi
kepariwisataan di Kabupaten Tanah Laut, maka diperlukan
kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Tanah Laut. Pada
tahun 2014 Pemerintah Daerah Tanah Laut Provinsi Kalimantan



Selatan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut yaitu Perda
RIPKD dan Perda PK. Kedua Perda ini memiliki cakupan luas
dalam upaya pengembangan pariwisata. Pada pasal 2 Perda PK,
menyebutkan bahwa, kepariwisataan berfungsi: a. memenuhi
kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan; b.
meningkatkan peran serta pelaku usaha pariwisata; dan c.
meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mewujudkan
kesejahteraan rakyat. Pasal 3 Kepariwisataan bertujuan:

a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

meningkatkan kesejahteraan rakyat;

melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya;
memajukan kebudayaan;

memperluas dan memeratakan kesempatan berusaha dan
lapangan kerja;

f. memupuk rasa cinta serta kebanggaan terhadap tanah
airguna meningkatkan persahabatan antar daerah dan
bangsa;

mengangkat citra daerah;

memperkuat kearifan lokal,

i. mengoali dan mengembangkan potensi
ekonomi,kewirausahaan, sosial, budaya dan teknologi
komunikasimelalui kegiatan kepariwisataan;

j. mengoptimalkan pendayagunaan produksi lokal, regional
dan nasional;

k. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil
pembangunankepariwisataan dalam rangka peningkatan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat;dan

. meningkatkan pendapatan asli daerah dalam rangka
mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian
perekonomian daerah.

Pasal 4 menyebutkan bahwa bupati memiliki kewenangan
dalam pengembangannya. (1) Kewenangan penyelenggaraan
kepariwisataan di Daerah berada pada Bupati. (2) Kewenangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
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a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan
kepariwisataan;

b. menetapkan destinasi pariwisata;

c. menetapkan daya tarik wisata;

d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan
pendaftaran usaha pariwisata;

e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan
kepariwisataan;

f.  memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata

dan produk pariwisata;

memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;

menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;

memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;

menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata;dan

. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

(3) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan, sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) kepada Disparbudpora Kabupaten Tanah

Laut.
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Pada pasal 5 pemerintah daerah bertanggungjawab untuk
proses pengembangan itu. Hak itu dapat terlihat pada alenia berikut
ini; (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan
penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan
pengembangan kepariwisataan. (2) Pemerintah Daerah dapat
mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan
sesuai dengan kemampuandan kondisi daerah. Selanjutnya, pada
pasal 7 menyebutkan upaya Pembangunan Kepariwisataan
meliputi: a. industri pariwisata; b. destinasi pariwisata; -c.
pemasaran; dan d. kelembagaan kepariwisataan.

Kawasan Strategis Pariwisata yang dikembangkan terlihat
pada Pasal 11 . (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspek:

a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang
potensialmenjadi daya tarik pariwisata;
b. potensi pasar;



c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuanbangsa dan
keutuhan wilayah;

d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran
strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup;

e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha
pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;

f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan

g. kekhususan dari wilayah.

(2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam rangka terciptanya
persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3) Kawasan strategis pariwisata harus memperhatikan aspek
budaya, sosial dan agama masyarakat setempat. (4) Kawasan
strategis pariwisata sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2)
dan ayat (3) merupakan bagian integral dari Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

Dalam penyusunan pengembangan Pariwisata Kabupaten
Tanah Laut, tetap mengacu pada hasil-hasil studi dan perencanaan
yang telah ada sebelumnya, seperti Rencana Induk Pengembangan
Pariwisata Propinsi Kalimantan Selatan, Rencana Umum Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Program Pembangunan
Daerah kabupaten Tanah Laut dan Rencana Strategis Pembangunan
Kabupaten Tanah Laut.

5.1.3 Kebijakan Tata Ruang Kabupaten Tanah Laut

Sistem kepusatan wilayah terbentuk oleh pola pergerakan
penduduk suatu wilayah dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan atas berbagai aspek kehidupan terhadap suatu kawasan
pusat pelayanan wilayah. Kawasan pusat pelayanan wilayah
dimaksud adalah kawasan perkotaan dengan kelengkapan
pelayanan skala sistem wilayah. Besaran dan intensitas pergerakan
yang berpola tersebut sangat dipengaruhi oleh faktor keterkaitan
kegiatan dan kemudahan pencapaian atau akesibilitas.



Tabel 5.1. Sistem Perwilayahan Kabupaten

Perkotaan Peran Perkotaan Peran
Pelaihari | Pusat Kegiatan Lokal Takisung Pusat
(PKL) Pelayanan
Kawasan
(PPK)
Bati-Bati Pusat Pelayanan Jorong Pusat
Kawasan Pelayanan
(PPK)/Pusat Kawasan
Kegiatan Lokal (PPK)
Promosi
(PKLp)
Kintap Pusat Pelayanan Tambang Pusat
Kawasan (PPK) Ulang Pelayanan
Bumi Lingkungan
Makmur (PPL)
Kurau
Panyipatan
Batu Ampar
Bajuin

Sumber : RTRW Kabupaten Tanah Laut

fungsi

Dalam sistem struktur ruang yaitu pembentukan peran dan
perkotaan secara berjenjang dan bertahap sesuai

pengembangan perkotaan. Prioritas pembangunan sistem perkotaan
di Kabupaten Tanah Laut meliputi :

a)

b)

Mempercepat pengembangan Perkotaan Pelaihari dan Bati-
Bati sebagai PKL dan PKLp melalui kerjasama dengan
daerah lain khususnya Greater Banjarmasin (Banjarmasin,
Banjarbaru dan Banjar) dan Kapet Batulicin (Tanah Bumbu)
sebagai pusat pengembangan industri, pelabuhan dan
pariwisata;

Mendorong dan mempercepat pengembangan perkotaan Bati
Bati sebagai fungsi PKLp dan PPK sebagai kota industri



pengolahan dan industri pertanian dan daerah hinterland dari

Greater Banjarmasin.

€) Mendorong pengembangan perkotaan Kintap, Jorong dan
Takisung sebagai perkotaan dengan fungsi PPK yang
didukung dengan pengembangan industri  berbasis
sumberdaya alam dan pengembangan kota-kota pantai.

d) Meningkatkan pengembangan kota-kota yang berperan
sebagai PPL yang ada disekitar pertumbuhan perkotaan
dengan fungsi PPK maupun desa-desa pendukungnya.

Sesuai dengan potensi dan kondisi fisik alami daerah
lingkungan yang ada serta prioritas wilayah, maka Kabupaten
Tanah Laut dalam kerangka pembangunan jangka panjang terbagi
beberapa fungsi dan peran wilayah sesuai dengan potensi dan
kondisi wilayahnya, yaitu wilayah Kecamatan sebelah utara yang
meliputi kecamatan Bati-Bati, Tambang Ulang, Kurau dan Bumi
Makmur. Kegiatan utama yang dikembangkan di wilayah ini antara
lain:

e) mendorong perkembangan dan investasi industri pengolahan
dan industri pertanian,

f) mendorong pertumbuhan aktivitas pertanian tanaman pangan,
mengendalikan dampak aktivitas pertambangan,

g) mendorong pertumbuhan aktivitas perikanan, menciptakan
kawasan-kawasan perumahan, dan

h) mendorong pertumbuhan aktivitas industri kecil.

Fungsi pelayanan yang harus disupport dalam mendorong
perkotaan Bati-Bati menjadai salah satu fungsi yang diarahkan
yaitu mempunyai peran Pusat Kegialatan Lokal yang dipromosikan
(PKLp) serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan beberapa
kecamatan tersebut diatas merupakan kawasan yang termasuk
sebagai bagian dari kawasan Greater Banjarmasin dengan fungsi
sebagai kota kecil yang mendukung perkembangan pembangunan
kawasan wilayah Greater Banjarmasin.

Wilayah kecamatan sebelah tengah barat meliputi
kecamatan Pelaihari, Takisung, Batu Ampar dan Panyipatan serta



ditambah kecamatan baru hasil pemekaran kecamatan Pelaihari
yaitu kecamatan Bajuin dengan pusat pelayanan di kecamatan
Pelaihari sebagai ibukota kabupaten Tanah laut, dengan fungsi
pengembangan adalah pengembangan permukiman perkotaan,
pengembangan pertanian lahan basah dan lahan kering,
pengembangan perikanan Laut, pengembangan Peternakan, pusat
pemerintahan, pusat Pelayanan Transportasi, pusat pelayanan
fasilitas sosial regional kabupaten, pusat pengembangan pariwisata,
kawasan konservasi. Kota Pelaihari diarahkan menjadi Pusat
Kegiatan Lokal (PKL) dan Takisung berperan sebagai fungsi Pusat
Pelayanan Kawasan (PPK) dan wilayah perkotaan lainnya sebagai
Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL).

Wilayah kecamatan sebelah timur meliputi kecamatan
Jorong, Kintap dengan fungsi pengembangan adalah pengembangan
Pengembangan pertanian lahan kering, pengembangan Perkebunan
Besar, pengembangan perikanan Laut, kehutanan, kawasan
Konservasi, kawasan Pertambangan, pusat pelayanan fasilitas sosial
sub-regional. Kedua kecamatan ini adalah merupakan kota dengan
fungsi yang berperan sebagai Pusat pelayanan Kawasan (PPK).

Perkembangan jumlah kunjungan wisata di kabupaten
Tanah Laut sebelum pelaksanaan Perda RIPKD dan Perda PK,
periode kepemimpinan Bupati H. Bambang Alamsyah, dan H.
Sukamta dari tahun 2012 s/d tahun 2014, sebagaimana terlihat pada
tabel di bawah ini :

Tabel 5.2. Data Kunjungan Wisatawan ke Tanah Laut antara
Th 2012-2014



DATA KUNJUNGAN OBYEK WISATA DISPARBUPORA
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2012
OW. Pantai | OW. Pantai [OW.Pantai| OW. Air OW. OW. Kolam OW‘ OW.Tanjung OW. Kereta
Bulan . . .. | Gunung Mina Batu - Total
Takisung Batakan  [Swarangan|Terjun Bajuin| Renang N Dewa : Wisata
Kayangan Tirta Lima
Januari 13,854 2,118 798 - 1,955 1710 3713 20,808
Februari 4,398 - - 244 244 1,955 6,842
Maret 1,955 81 2,566 4,602
April 1,792 - - 244 1,833 3,869
Mei 5,864 407 407 407 1,059 8145
Juni 2,606 244 - - 1,385 - 4,235
Juli 13,095 5,758 815 1873 8L 326 21,948
Agustus 2,932 - 163 1,303 4,398
September 2,199 407 652 3,258
Oktober 2,769 - 8l 570 3421
November 3,502 - 407 733 163 4,806
Desember 4195 1,792 - 456 6,027 - 326 - 12,79
Jumlah 59,162 10,319 798 2,329 12,218 10589 | 3,339 313 99,128
DATA KUNJUNGAN OBYEK WISATA DISPARBUPORA
KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN 2013
OW. Pantai | OW. Pantai [OW.Pantai| OW. Air ow. OW. Kolam OW' OW.Tanjung Oow. Kereta
Bulan N 3 .. | Gunung Mina Batu . Total
Takisung Batakan |Swarangan|Terjun Bajuin Renang . Dewa . Wisata
Kayangan Tirta Lima
Januari 14,583 2,229 840 - 2,058 1,800 393 21,904
Februari 4,630 - 257 257 2,058 - 7,202
Maret 2,058 86 2,701 4,844
April 1,886 - - 257 1,929 4,073
Mei 6,173 429 429 429 1115 8574
Juni 2,744 257 - - 1,458 - 4458
Juli 13,784 6,061 857 1972 86 343 23,103
Agustus 3,087 - - 171 - 1372 4,630
I 2,315 429 686 3430
Oktober 2,915 - 86 600 3,601
November 3,687 - 429 m 171 5,059
Desember 4415 1886 - 480 6,345 - 343 - 13,469
Jumlah 62,276 10,862 840 2452 12,861 11,146 3515 393 104,346




DATA KUNJUNGAN OBYEK WISATA DISPARBUPORA
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2014
OW. Pantai | OW. Pantai (OW.Pantai| OW. Air Oow. OW. Kolam OW’ OW.Tanjung Ow. Kereta
Bulan N y .. | Gunung Mina Batu . Total
Takisung Batakan |Swarangan|Terjun Bajuin| Renang N Dewa N Wisata
Kayangan Tirta Lima
Januari 16,159 2470 931 - 2,280 1,995 414 24,249
Februari 5,130 - - 285 285 2,280 7,980
Maret 2,280 % 2,993 5368
April 2,090 - - 285 2,138 4513
Mei 6,840 475 475 475 1,235 9,500
Juni 3,040 285 - - 1615 - 4,940
Juli 15,273 6,716 950 2,185 95 380 25,599
Agustus 3420 - 190 1,520 5130
I 2,565 475 760 3,800
Oktober 3230 - % 665 3990
November 4,085 - 475 855 190 5,605
Desember 4,893 2,090 - 532 7,030 - 380 - 14,925
Jumlah 69,004 12,036 931 2,717 14,250 12,350 | 389% 414 115,597
Sumber: Disparbudpora (2018)
Untuk mengetahui peningkatan kunjungan wisatawan

setelah dilaksanakan perda RIPKD dan Perda PK, berikut dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3. Data Kunjungan Wisatawan ke Tanah Laut antara Th
2017-2018

DATA KUNJUNGAN OBYEK WISATA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN TANAH LAUT

TAHUN 2017
Obyek Wisata (Orang)
No| Bulan | ow. Gunung | ow.Air | o OW.Pantai | OW.Batu | OW.Pantai | OW.Pantai Pantai (Jourmal:h
Kayangan | Terjun Bajuin peda air Takisung Lima Batakan | Swarangan | Asmara Pantai Joras | Pantai Turki |Pantai Kintap |OW Lain-lain 0)

T lanvari 2200 1087 100 21014 926 12500 5800 0 o 500 0 8012| 52139
2 [Februari 100 500 200 5822 o 800 0 o o 600 0 o 802
3 [Maret 100 o o 5300 o o o 0 o 500 15,000 o 20900
4 [April 500 £ 300 5100 o £ 0 0 o 700 12,000 o 18600
5 [ei 350 £ 300 11,800 o 400 0 0 o 550 7950 o 230
6 [uni o 400 20 0 o 1100 0 0 o 1200 6300 o 9700
7 [ 2750 1100 1000 21,400 215 9724 2268 12870 o 800 8250 o 60377
8 [Agustus [ £ o 2500 o £ 0 11,200 o 700 1104 o 15504
9 [September] 250 500 1 4400 o 2000 0 0 o £ 4000 o 12t
10 |Oktober 50 0 0 1600 o 0 0 0 o 0 0 o 1650
11 [November [ 600 o 50 o 1600 o 0 o o o o 22%
12 [Desember 3160 302 100 5300 1800 20 0 o £ 0 o 10902

umiah 9,500 4529 2271 84,286 111 20924 8268 24,070 5550 55,104 8012| 232655




DATA KUNJUNGAN OBJEK WISATA TAHUN 2018

NO NAMADBJEKHISATA‘ JANUARI ‘FEBHUAHI‘ MARET ‘ APRIL | HMEI ‘ JUNI ‘ Juu ‘AEUSTUS%EPTEMBE% DKTDBEH‘NDPEMBED{DESEMBEH‘ JUMLAH

Dikelola Pemda ( Dinas Pariwisata )

1 |Gunung Kayangan | 1690 70 2 267 800 900 200 200 300 463 200 T

2 |Air Terjun Bajuin 1185 | 211 194 202 123 650 165 72 217 138 195 533 | 3875
Sepeda Air, Kereta

3 |Wisata (Taman Mina| 0 900 500 560 20 742 460 518 100 135 81 24| 4430
Tirta)

4 |Pantai Takisung 11600 | 1400 | 1700 | 2900 | 8200 | 12700 | 4900 | 3400 | 3100 2700 | 2400|6348 | gg g

5 |Pantai Batu Lima 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 |Pantai Batakan 8400 | 1400 | 1500 | 1400 | 2500 | 6600 | 3000 | 1000 | 1goo | B00 | 150001 33091 45759

7 |Pantai Swarangan 1,000 0 0 0 0 426 0 0 0 0 0 162 1,578
Jumlah 124,254

Dikelola Oleh Masyarakat / Desa

& |Pantai Kintap 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 0 400
9 |Pantai Turki 52,604 4,300 2100 2000 7500 14800 2000 1500 3000 4800 3500 11,200 | 109,104
10 |Pantai Asmara 12,000 2,500 1.800 2,100 500 10,000 1.000 1,600 1,200 2400 2,100 3.200 40,400
11 |Pantai Cemara Satu 700 350 300 410 10 2,500 450 378 200 380 550 820 7,145
12 |Pantai Cemara Dua 700 500 350 400 1200 3,000 500 1400 300 500 750 1000 10,600
13 |Pantai Tanjung Dewa| 450 360 400 450 300 350 400 625 760 1,250 1365 2200 8,910
14 (Pulau Datu 430 150 220 370 480 500 620 1,295 1,720 1,350 1315 2110 10,560
15 |Gunung Birah 126 45 81 346 188 150 130 468 93 0 0 0 1,627
16 |Dewa Katar 213 65 107 50 208 184 188 369 224 685 410 285 2,988
17 [Taman Bunga Meysa| 30 20 25 15 20 25 20 15 20 25 0 0 215
18 [Wisata Mangrov 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 3,600
19 |Kerbau Rawa 43 64 57 54 145 45 53 61 70 54 72 4“4 73
20 |Taman Hijau Rindang 0 0 30 0 150 210 110 70 15 400 475 515 1975
21 |Danau Sari Ambun 110 50 80 40 55 60 120 50 90 63 n 92 881
22 |Bukit Teletubies 200 90 120 110 150 100 135 110 105 55 67 15 1317
Jumlah 200,495
TOTAL JUMLAH 91,791 | 12775 | 9884 | 11,965 | 23149 | 54242 | 14741 | 13828 | 13614 | 16298 | 28851 | 33611 | 324,749

Sumber: Disparbudpora (2018)

Dapat dilihat bahwa tabel angka pertumbuhan kunjungan
wisatawan 3 (tiga) tahun sebelum perda dilaksanakan dan 2 (dua)
tahun sesudah implementasi kebijakan tahun 2017-2018
dilaksanakan, data di atas mengalami pasang surut terhadap
Kawasan Pantai yang dikelola Pemerintah. Upaya peningkatan
jumlah wisatawan dapat menunjukkan bahwa Kabupaten Tanah
Laut merupakan kawasan wisata yang cukup dilirik oleh para
wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Ada kebijakan
yang kurang produktif dari disparbud, yaitu menaikkan retribusi
pada karcis masuk, menjadi menurun jumlah kunjungan wisatawan,
yang terjadi bahwa beberapa objek wisata, utama yang dikelola
pemerintah Ditambahkan lagi oleh informan, sebagai berikut :



“Untuk data mungkin nanti akan kami sampaikan,
tetapi dilihat dari treknya mengalami penurunan, dari tahun
2014 sampai 2017 hampir semua objek mengalami
penurunan, dalam 2 tahun terakhir dilihat dari jumlah
kunjungan menurun tetapi dari segi pendapatan meningkat
karena pada tahun 2014 ada perda perubahan retribusi yang
dulu hanya Rp. 1.250,00 yang kemudian dinaikkan menjadi
Rp. 2.250,00 sehingga meskipun tren jumlah kunjungan
menurun tetapi pendapatan meningkat karena hampir 100%
peningkatan retribusinya, (Wawancara. 21 Juli 2019).

Untuk itu sektor kepariwisataa secara terus menerus
diupayakan pengembangannya agar dapat didayagunakan sebagai
salah satu sektor andalan dalam kegiatan perekonomian daerah.
Berkembangnya kegiatan pariwisata disuatu daerah akan
memberikan pengaruh dan dorongan pembangunan sektor-sektor
lainnya, khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan peluang
usaha. Namun dalam mengembangkan kepariwisataannya masih
menemukan masalah, bahwa beberapa potensi tersebut belum
dikelola dengan maksimal, sehingga belum dapat memberikan
manfaat yang banyak dan kontribusi ke masyarakat maupun daerah.
Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu seperti penyediaan
akomodasi sarana dan prasarana pariwisata lainnya masih sangat
terbatas, kurangnya pihak swasta berinvestasi di bidang pariwisata,
minimnya dukungan infrastruktur, belum maksimalnya kegiatan
pemasaran atau promosi, keterpaduan pembangunan dari masing-
masing stakeholder belum maksimal, dan paket-paket untuk
mendukung pengembangan pariwisata belum dikembang dengan
baik. Salah satu bukti yaitu sulitnya akses transportasi dari satu
destinasi wisata ke destinasi wisata lainnya. Selain itu ada beberapa
lokasi wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut belum tersentuh
baik insfrastruktur sarana dan prasarana. (Hasil wawancara, 20 Mei
2017). Hal senada juga disampaikan informan oleh Kepala Bidang
Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, yang
menyatakan bahwa:



“pihaknya akan fokus terhadap pemeliharaan fasilitas

pariwisata, hal tersebut mengingat banyaknya fasilitas wisata

yang telah dibangun namun minim perawatannya hingga kini.

Sejumlah fasilitas wisata terbengkalai tanpa perawatan. Oleh

karena itu untuk mendukung potensi yang dimiliki tersebut,

Pemerintah ~ Kabupaten Tanah  Laut  berusaha

mengembangkan dengan dibentuknya beberapa kebijakan

sesuai dengan Visi dan Misi Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kabupaten Tanah Laut.” (Wawancara. 21 Juli

2019).

Dari pernyataan tersebut bahwa terhadap fasilitas yang
sudah dibangun di beberapa tempat pariwisata tidak dipelihara
dengan baik, hal ini diprediksinya adalah keterbatasan anggaran
untuk pemeliharaan tersebut, maupun karena sumber daya yang
tidak kompeten untuk melakukan tugas yang telah ditetapkan

Berkenaan tugas dan fungsi dinas pariwisata, adalah;

= Perumusan Kebijakan teknis bidang pariwisata, kebudayaan,
pemuda dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
bupati berdasarkan perundang-undanhgan yang berlaku

= Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayaan umum
kebudayaann dan pemuda olahraga.

= Perumusan kebijakan opersional pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaran kebudayaan.

= Perumusan kebijakan operasional pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan pemasaran pariwisata.

= Pembinaan pengawasan dan pengendalian unit pelaksana
teknis dan

= Pengelolaan urusan kesekretariatan.

Dengan demikian yang terkait dengan tugas dan fungsi
yang erat kaitannya dengan kepariwisataan hanya ada dua hal
yaitu; nomor 1 dan nomor 4. Perumusan Kebijakan teknis bidang
pariwisata, dan Perumusan kebijakan operasional pembinaan dan
fasilitasi penyelenggaraan pemasaran pariwisata. Sementara untuk
arah kebijakan pada ekonomi kreatif, yang terkait dengan industri,



market, sumberdaya dan kelembagaan pariwisata, secara formulasi
belum termuat dalam tupoksi tersebut.

5.2. Implementasi Kebijakan Pariwisata Kabupaten Tanah
Laut

Deskripsi tentang pelaksanaan kebijakan pariwisata
(tourism policy implementation) yang dirinci pada tiga tema pokok,
yaitu; pertama; proses pengimplementasian kebijakan pariwisata
yang telah dilakukan, kedua; lembaga pelaksana implementasi
kebijakan (dalam hal ini struktur birokrasi Disparbudpora beserta
unit pelaksana teknis dan kelembagaan non pemerintah), dan
ketiga; kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan, dengan uraian
sebagai berikut;

5.2.1 Proses Implementasi Kebijakan Pariwisata.

Secara garis besar yang menjadi tema pada proses
implementasi kebijakan, adalah tentang rumusan implementasi
kebijakan, yang harus dikomunikasi kepada implementor agar
sampai pada masyarakat sebagai penerima kebijakan dan
stakeholders, selain rumusan visi misi bupati di atas, dan RPJMD,
maka hal pokok adalah Perda RIPKD dan Perda PK, pelaksanaan
komunikasi kebijakan, diukur dari tiga aspek, yaitu melalui
keberhasilan dari peningkatan industri, promosi, dan destinasi, yang
telah terlaksana, sebagaimana berikut ini:

5.2.1.1 Rumusan Implementasi Kebijakan

Pada tahun pertama dilantik bupati dan wakilnya secara
otomatis, kepala daerah diberi kesempatan membuat visi dan misi,
untuk menjadi sebuah acuan dalam menjalankan tugas
pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan sebagai dasar
dalam pengambilan setiap kebijakan yang dilaksanakan, termasuk
pembuatan Perda No. 05 Tahun 2015, tentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan, dengan berdasarkan pedoman RPJMD Tahun
2013-2018, dan RPJPD Tahun 2013-2025.

Pembuatan Perda Nomor 5 tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (PK) telah didahului dengan
Perda Nomor 5 Tahun 2014, tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Daerah (RIPKD), adalah sebuah konsekuensi logis



dari adanya visi dan misi bupati sebagai kepada daerah, untuk
melaksanakan melalui beberapa prosedur tata laksana pemerintah
daerah, mulai visi dan misi, kemudian dilakukan pembuatan
RPJMD, antara ekskutif dan legislatif. Setelah disetujui bersama
sebagai suatu dokumen, untuk pelaksanaan pembangunan lima
yang akan dijalankan. Beberapa agenda yang akan dilaksanakan,
secara bertahap, penjaringan masukan dan usulan melalui
musrenbang, diskusi forum Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD), masing-masing membuat suatu program Kerja,
berdasarkan renncana kerja SKPD, Penyusunan program dimaksud
tentunya dibuat setelah memperhatikan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun
2005-2025. Begitu juga dengan keberlanjutan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Tanah Laut 2008-2013. Setelah melalui perjalaan beberapa kali
asistensi pada tim anggaran pemerintah daerah, dan rapat
konsultatif dengan DPRD, barulah suatu program kerja
Dinas/kantor atau Badan (SKPD), dirincikan menjadi Rencana
Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Anggaran RKA SKPD.
Setelah itu Perda Tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan ini
disyahkan menjadi sebuah ketetapan. Pembuatan perda sebagai
dokumen implementasi kebijakan telah mengeluarkan pembiayaan
yang cukup banyak, melalui studi banding, dan beberapa survey
dari SKPD Disparbudpora dan Pemuda serta mengundang beberapa
beberapa tenaga ahli yang dilibatkan tenaga ahli selain dari
organisasi Dinas Pariwisata sendiri, sebagaimana yang
disampaikan dari hasil wawancara dengan informan, bahwa;

Proses awalnya adalah kegiatan pekerjaan pemerintah
melaui pelelangan karena nilainya diatas Rp. 50.000.000,00
dan pelaksananya adalah dari konsultan kemudian dari proses
penyusunan kami melakukan pengawalan dengan mengambil
sample, jadi seluruh objek tidak kami lakukan sosialisasi
ataupun juga memberi masukan yg jumlahnya kira-kira hanya
3 atau 4 objek saja yang kita lakukan pendekatan langsung
kepada masyarakat dan menginput apa saja yang diinginkan
oleh masyarakat kemudian kami tuangkan ke rencana induk
perkembangan pariwisata tersebut. Namun ada sebagian yang
melalui proses keterlibatan masyarakat. Pembuatan Perda



tersebut melibatkan stakeholder yang kami undang yaitu dari
DPRD, Bappeda dan dari dinas-dinas terkait, termasuk juga
masyarakat. (Wawancara, 21 Juli 2018)

Dengan demikian untuk proses sebuah implementasi

kebijakan harus melalui suatu proses yang panjang, karena untuk
rumusan dan aturan yang dibuat telah memakan waktu setahun
lebih dari proses awal pembuatan. Untuk itu secara langsung proses
pelaksanaan kebijakan dilaksanakan, dengan mensosialisasikan
dalam berbagai program kegiatan, yang telah direncanakan pada
bidang-bidang di dinas. Disparbudpora sebagai leading sektor
pelaksanaan kebijakan pariwisata tentu mempunyai keyakinan
bahwa kebijakan akan berjalan dengan lancar, selain itu akan
melaksanakan secara terprogram melalui DIPA dinas Pariwisata,
yang juga telah melalui tahapan-tahapan agenda yang ditentukan
secara undang-undang dan peraturan, koordinasi antar forum SKPD
adalah salah satu keniscayaan untuk suatu agenda kebijakan dari
pariwisata, yang memerlukan dukungan dari berbagai sektor.

Keinginan memajukan pariwisata dan melalui tindak lanjut
perda RIPKD, dan Perda PK, yang telah dibuat belum diteruskan
dengan pembuatan Rencana Wilayah Pengembangan (WPP), dan
Kawasan Pengembangan Pariwisata (KPP), serta Rencana Induk
Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) termasuk peraturan bupati
(Perbub), sebagaimana yang tergambar dalam RIPKD bagian kedua
Sasaran pasal 4, berbunyi, bagian f, tersusunnya arah kebijakan dan
strategi pembangunan kepariwisataan daerah serta indikasi program
pengembangan kepariwisataan di setia WPP dan KPP. Pada bab
ketiga pasal 6 tentang kedudukan dan jangka Wawktu RIPKD pada
bagian b, menyatakan, bahwa; RIPKD adalah sebagai dasar dalam
membuat Rencana Wilayah Pengembangan (WPP), dan Kawasan
Pengembangan Pariwisata (KPP), serta Rencana Induk
Pengembangan Objek Wisata (RIPOW) Hal ini akan lebih detail
dalam memberikan teknis pelaksanaan operasional didalam
implementasi kebijakan, sebagaimana yang dikatakan informan,
yaitu :



Belum ada, seharusnya adanya komitmen pemerintah
yang memiliki posisi kepemimpinan tertinggi. Kami mencoba
untuk membuatkan suatu dokumen perbub, bahannya
nantinya seperti ini dan sisanya tergantung pada si pengambil
kebijakan apakah ini akan dipakai atau tidak. Selama 10
tahun saya menjabat saya melihat komitmennya kurang, yang
sebelumnya kami sudah, menyiapkan dokumen-dokumen
tetapi tidak dilaksanakan (Wawancara, 21 Juli 2018).

Dengan demikian regulasi implementasi kebijakan, secara
formal seperti dalam bentuk perda tentang rencana induk
pengembangan kepariwisataan daerah, belum sampai pada teknis
yang rinci pelaksanaan melalui Perbub, yang semula sudah
dibuatkan draft perbubnya oleh dinas pariwisata, untuk dijadikan
dapat dijadikan landasan pelaksanaan implementasi kebijakan
pariwisata. Hal ini dikarenakan belum menjadi prioritas untuk
segera dilaksanakan.

Menurut informan dalam konteks pelaksanaannya atau
implementasi kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan justru
berjalan sendiri tanpa lebih banyak kehadiran pemerintah
sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut ini :

Untuk hal tersebut kami mencoba keterlibatan masyarakat
melalui kelompok- kelompok sadar wisata, dan terkadang
paradigma masyarat yang membuat kami merasa kesulitan,
mereka bisa bergerak jika memang ada dana sedangkan
inisiatif dan prakarsa dari masyarakat kurang. Hal tersebut
dapat dilihat dari 2 tahun terakhir ini, yaitu ada beberapa
objek yang tumbuh dan dikelola langsung oleh masyarakat
dan sementara ini yang sedang booming tetapi tanpa campur
tangan kami secara langsung, misalnya saja yaitu pantai turki,
pantai asmara dan pantai joras, ketiga pantai ini ditangani
langsung oleh masyarakat setempat jadi campur tangan
pemerintah tidak banyak dan ketiga pantai ini yang sedang
berjalan dengan baik, artinya inisiatif dan kreatifitas
masyarakat menjadi kunci dari keberhasilan salah satu objek
(Wawancara, 21 Juli 2018).

Dengan pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa belum

ada terkomunikasikan dan tersesosialisasikan terhadap masyarakat,
baik melalui komunikasi pimpinan tertinggi, maupun para



impelementor bahwa; pelaksanaan pembangunan pariwisata
harusnya melalui leading disparbud, yang menata dan
mengintegrasikan dan memadukan antara objek yang dikelalu
pemerintah dengan objek yang dimiliki secara privatisasi oleh
individu-individu mau masyarakat local. Tetapi kebanyakan
pengelolaan secara murni dilaksanakan masyarakat, namun tanpa
campur tangan dan kehadiran pemerintah daerah, dengan kata lain
pemerintah tidak memberi dukungan dan membantu terhadap
pembangunan infrastruktur atau fasilitas-fasilitas umum dan sarana
publik. Padahal para pelaku usaha pariwisata dengan modal yang
tidak terlalu besar telah membangun pantai-pantai baru untuk
dijadikan sebagai destinasi wisata, diantaranya pantai Turki, Pantai
Asmara (asam muara) dan Pantai Joras (Jorong Asam-Asam).

Menunjukkan proses pelaksanaan kebijakan pariwisata
harus melibatkan masyarakat, sesuai dengan kenyataan yang terjadi
dilapangan khususnya dalam pengelolaan, dengan adanya
keterlibatan masyarakat, namun tanpa campur tangan pemerintah
masyarakat dengan kreatif dan inisiatif sendiri, telah membangun
dan mengelola terhadap pariwisata sendiri, yaitu pada pantai turki,
pantai asmara dan pantai joras.

5.2.1.2. Kebijakan Industri Pariwisata

Dalam rangka menemukan bahwa perda yang buat telah
dikomunikasikan dengan baik, dapat dilihat pada keberhasilan
dalam aspek kebijakan peningkatan kebijakan dibidang industry
pariwisata, yang meliputi, produk hasil kerajinan tangan, ekonomi
kreatif, dan makanan dan minuman.

Pada tema industri, merujuk pada home industri dan
ekonomi kreatif, sesuai dengan kapasistas dan kapabilitas daerah
Tanah Laut, yang belum semaju dari daerah Bali dan Batu Malang,
dan Solo, yang telah memiliki industri pariwisata sudah meliputi
beberapa bidang, namun produk khas tanah laut yang dijadikan icon
daerah masih sangat minim, bahkan hampir tidak ada yang bisa
diangkat sebagai icon nasional, sebagai salah satu penopang
industri pariwisata, sejak dulu sampai sekarang belum ada, produk
makanan  kerajinan yang bisa membanggakan apalagi



membooming, padahal potensi yang dimiliki daerah cukup banyak
terutama, sumber dari pertanian dan peternakan, misalnya saja dari
pertanian lebah madu, yang terdapat di desa telaga langsat
kecamatan Takisung, sampai sekarang masih belum menjadi
andalah sebagai oleh-oleh khas daerah Tanah Laut, hal ini
sebagaimana yang dinyatakan salah seorang informan, menyatakan;
Dan misalkan saja pantai takisung, pantai ini identik
dengan tanah laut, kenapa tidak dijadikan sentral saja dari
segi budaya, kuliner dan di tanah laut ini tidak hanya
mempunyai satu pantai, hal ini juga menjadi satu problem
juga dimana disaat objek wisata lain maka pantai takisung
menurun karena yang saya lihat selama ini pantai takisung
hanya seperti itu saja tidak ada peningkatan dari segi
kulinernya, dari segi souvenirnya hanya seperti itu tidak ada
peningkatan sampai sekarang. Dan saya sependapat tentang
seni budaya, kenapa tidak ditampilkan disitu, tidak harus
setiap hari karena banyak sekali seni budaya yang ada di
tanah laut khususnya di Kalimantan (Wawancara, 23 Juli
2018).

Pern)yataan tersebut menunjukkan belum ada bentuk home
industri, sebagai produk unggulan, yang menjadi salah satu bagian
dari industry pariwisata tanah laut. Ditambahkan lagi oleh Dian
bahwa: Ekonomi kreatif, seperti produksi baju-baju kaos. Seperti
pantai batakan, baju kaosnya masih berasal dari luar sama halnya
dengan pantai asmara, model bajunya sama hanya saja sablon nama
pantainya saja yang berbeda. Keinginan kami ada pembimbing
yang mengarahkan untuk penyablonan hingga desainnya.

Dari pernyataan ini bahwa produksi yang sering dijual di
beberapa pantai yang ada di tanah laut adalah produksi dari luar
daerah, hanya saja merk yang dipakai adalah nama lokasi pantai
yang menjual tersebut. Meskipun para pengelola pantai
berkeinginan untuk memproduksi sendiri namun belum ada
kelembagaan atau Dinas yang terkait untuk membina. Sementara
untuk wadah pembinaan dalam kelompok-kelompok home industry
ini sebenarnya ada, sebagaimana yang dinyatakan informan bahwa;

“dari segi produksi tidak ada hambatan, dan dari segi
pengembangan malah bertambah untuk kelompok-kelompok



yang mempunyai lebah madu malah lebih bertambah
khusunya sekarang untuk dinas kehutanan sendiri yang
mengkhususkan pengembangan madu lebah kelulut. Dan
kenapa sekarang malah menurun,kami seakan-akan sudah
ditinggalkan setelah ada yang booming seperti kunjungan
Menteri dan lainnya sudah setuju ditempat kami ditempatkan
sebagai pusat sentral lebah madu. Setelah dulu dtinggalkan
oleh almarhum ayah saya dan saya sekarang kurang
mengetahui perkembangannya bagaimana HIPMATALA
(Himpunan Pengusaha Madu Tanah Laut) yang sekarang
sepertinya tidak berjalan lagi dan sempat saya tanyakan
mengenai pengembangannya lagi dan saya pun bingung saat
ini bagaimana karena untuk dinas kehutanan sudah dipecah
menjadi KPH karena orang-orang ditarik ke dinas provinsi
semua dan membentuk HIPMATALA itu kepanitiaannya
dulu adalah orang-orang tertentu dan sekarang sudah berpisah
dan bingung bagaimana mengekspos, dan saya hanya
menggunakan usaha sendiri saja, promosi sendiri,jika ada
pertemuan-pertemuan ataupun pameran, dan saya kenal
dengan orang-orang dinas-dinas tertentu jadi mereka yang
membantu saya, terkadang orang yang punya acara yang
berkaitan dengan lebah madu malah tidak kasih informasi
kepada saya, malah dinas lain yang memberi informasi”
(Wawancara, 23 Juli 2018).

5.2.1.3 Kebijakan Promosi Pariwisata

Dalam Perda PK, telah disebutkan dalam Bab VIII, bahwa
Badan Promosi Pariwisata Daerah, pemerintah dapat memfasilitasi
dan BPPD merupakan Lembaga swasta dan mandiri. Berarti ada
Lembaga mitra pemerintah untuk mempromosikan, namun setiap
masyarakat juga harus ikut membantu, bahwa mensosialisasikan
promosi melalui forum tertentu sering dilakukan setiap event
kegiatan, bahkan melalui pokdarwis, sebagaimana yang dikatakan
informan Jufri: “Kami selalu menerima informasi pariwisata, atau
seperti diberikan promosi apa saja yang dapat menjadi objek daya
Tarik wisata dimana kami melakukan kegiatan, namun kadang bisa
diberikan oleh kepala desa seperti kegiatan kepemudaan, karang



taruna, knpi, ekowisata mangrup di kec Kintap atau jorong, dan
bajuan sering dilakukan di gunung gunung”. (wawancana; 10 Juli
2018).

Untuk itu selain disparbud badan kelembagaan lainnya
dapat membantu, namun salah satunya lemgaba BPPD, yang telah
dibentuk tidak jalan, sebagaimana yang dinyatakan informan
Fahami kabid distinasi disparbud, bahwa ‘“badan promosi
pariwisata daerah telah ada dilaksanakan, dengan ketua, yang
memiliki hotel Damai Indah, namun karean terkendala dana yang
tidak teranggarkan oleh pemerintah, BPD tersebut tidak jalan
sampai sekarang” (wawancara; 12 Juli 2018), selain itu lembaga
asosiasi atau organisasi seperti PHRI, dewan kesenian daerah yang
bertanggung jawab, belum ada data kegiatan yang membantuu
dalam mengkomunikasikan kebijakan promosi tersebut. Dalam hal
ini satu satunya hanya dinas pariwisata, yang secara struktur
memiliki bidang dalam promosi, namun senyatanya masih belum
tersentuh, sebagaimana yang dikatakan wulan, yaitu :

Berkaitan dengan pariwisata adalah dukungan, saya
sendiri saja merasa tidak didukung. Sewaktu almarhum masih
ada banyak sekali dukungan yaitu dari dinas kehutanan dan
lain-lain tetapi setelah tidak ada lagi, maka dukungan dari
dinas-dinas tersebut menurun dan mereka tidak menerapkan
komitmen-komitmen itu sehingga komitmen mereka masih
kurang. Dan yang berkaitan juga dengan hal ini adalah
masyarakat, kuliner, budaya tetapi tidak berimbang. Karena
saya saja yang berasal dari Kalimantan selatan merasa sangat
minim pengetahuan seni dan budayanya, karena tidak ada
pengeksposannya yang hanya di waktu-waktu tertentu
(Wawancara, 23 Juli 2019).

Pernyataan di atas promosi mengenai pariwisata, yang

secara terkoordinir belum ada, padahal dalam kehidupan organisasi
dan asosiasi atau satuan komunitas banyak tumbuh, bahkan berjalan
dengan baik program kegiatananya, misalnya saja organisasi
kepemudaan, organisasi kemasyarakatan karang taruna, asosiasi
PHRI dan komunitas sosial gowes, dan kelompok sadar wisata.



Namun berbeda dengan apa yang disampaikan informan pokdarwis,
seperti berikut ini:

Kami selalu menerima informasi pariwisata, atau seperti
diberikan promosi apa saja yang dapat menjadi objek daya Tarik
wisata dimana kami melakukan kegiatan, namun kadang bisa
diberikan oleh kepala desa seperti kegiatan kepemudaan, karang
taruna, knpi, ekowisata mangrup di kec Kintap atau jorong, dan
bajuan sering dilakukan di gunung gunung. (Wawancara, 15 Juli
2019).

Berkaitan dengan ketiadaan promosi secara tersistem dan
tertata melalui jaringan maupun secara kelembagaan, baik tentang
pantai sebagai objek tujuan wisata, maupun atraksi budaya dan
produk pariwisata belum ada, dalam rangka mengembangkan
pariwisata di daerah tanah laut, hal ini ditambahkan oleh informan
bahwa;

Sebagai anak muda yang ingin berkunjung ketempat
wisata tersebut menjadi tidak menarik lagi dan lebih memilih
untuk tetap dirumah dan menjalankan usaha saya dan saya
menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa karena tidak
ada seuatu yang spesial disitu, tetapi disaat turis yang datang
bisa saja mereka merasa terpukau dengan amplang, saya bisa
dapatkan ini disini tetapi saya tidak mendapatkan ini ditempat
lain (Wawancara, 23 2018).

Dari uraian pernyataan tersebut, menunjukkan dari aspek
promosi sangat minim, hanya dilakukan oleh disparbud, sedangkan
kontribusi yang lain tidak ada, sehingga masyarakat yang tinggal di
daerah dekat pantai, objek wisata yang sering dikunjungi pun tidak
mengetahui adanya suatu produk yang khas. Padahal banyak
makanan ringan (snack) yang dibuat masyarakat, atau kerajinan
yang bagus, belum terpromosikan dengan baik.

5.2.1.4 Kebijakan Pengelolaan Destinasi

Temuan terhadap terekomunikasikan, terkait destinasi
wisata, dan pengelolaannya fasilitas, infrastruktur, Berkenaan
dengan destinasi, dalam hal ini keindahan suatu objek wisata pantai
atau air terjun relative memadai, atau layak untuk dikunjungi, hanya



saja fasilitas dan infratruktur dan sarana prasarana belum terpenuhi
secara mendasar. Sehingga banyak pengelola, berinisiatif untuk
menggunakan anggaran desa, sebagaimana yang disampaikan
informan berikut ini, bahwa;

Meningkatkan seni susah dan untuk mengambil
anggaran desa tetapi tidak bisa, sedangkan masyarakat
keinginannya mempunyai gaji untuk mengelola. Seperti
contohnya ada dinas tertentu memberikan tetapi hanya
bertahan sebentar saja sekitar satu bulan lalu mati dan tidak
berkembang lagi, sedangkan kami menginginkan dari dana
desa (Wawancara, 23 Juli 2018)

Ditambahkan lagi oleh salah satu pegiat pariwisata, Jupri
bahwa seringkali dana-dana desa dialokasikan untuk membantu
ekonomi kreatifnya, seperti pembuatan suvernir, namun tidak bisa
untuk fasilitas dan sarana prasarana objek pariwisata, seperti
pernyataan berikut ini:

Untuk pantai batakan pengelolaan wisatanya adalah
ekonomi kreatifnya untuk bomdes, tetapi untuk pantainya
pengelolaannya  yaitu  pemerintah  sehingga  sulit.
Permasalahannya di Tanah laut kami tidak boleh menyentak
modal untuk bumdes dan jika pun boleh nanti akan
ditanyakan bagaimana status tanah, sedangkan kami perlu
dana bomdes. Sedangkan ditempat lain bleh menyewa dan
kerjasama dengan pihak ketiga pun juga boleh tetapi di
Tanah Laut tidak boleh (Wawancara, 23 Juli 2018).

Dengan demikian untuk dukungan destinasi, agar objek
tujuan wisata menjadi lebih diminati, terbatas hanya menunggu
bantuan pemerintah, terutama objek tujuan wisata yang berasal dari
pemerintah/publik, namun dalam hal objek tujuan wisata yang
berstatus  sebagai  pribadi  pengelolaannya tentu lebih
memungkinkan untuk mendapat investasi dari berbagai sumber.

5.2.2 Lembaga Pelaksana Kebijakan



Ruang lingkup Lembaga pelaksana dalam kebijakan
pariwisata, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
adalah Lembaga Birokrasi Pemerintah Dinas Pariwisata,
Kebudayaan, dan Olah Raga, (sekarang hanya Dinas Pariwisata).
Ada tiga elemen, yang digambarkan pada Lembaga pelaksana
kebijakan, yaitu, struktur birokrasi, sumber daya yang dimiliki, dan
kelembagaan mitra pemerintah dalam pengembangan pariwisata.
Selain BPPD juga ada PHRI, dewan Kesenian Daerah.
Disparbudpora sebagai pelaksana kebijakan Bupati atau yang
mempunyai mandate/kewenangan, pelaksana kebijakan, sebagai
Kuasa Penggun Anggaran, untuk menganggarkan dan
menggunakan APBD sesuai kewenangan dan tugas fungsinya.
Selain itu kewajiban pokoknya adalah melaksanakan kebijakan
Bupati terpilih,  sesuai dengan perundang-undangan. Untuk
prasyarat dan ketentuan yang standar Disparbudpora mempunya,
jumlah staf dan manajemen, beban kerja dan tupoksi, kompetensi
kerja, standar operasional prosedur, anggaran, sarana prasana
termasuk mengganggaran sarana untuk destinasi wisata. Untuk
lebih terperinci dapat diuraikan sebagai berikut :

5.2.2.1 Struktur Birokrasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Tanah Laut, Dinas Pariwisata Kebudayaan
Pemuda dan Olah raga Kabupaten Tanah Laut, sebagai
berikut;

1. Kepala Dinas Disparbudpora

2. Sekretariat dari; sub Bagian Umum dan
Kepegawaian, dan sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan

3. Bidang Kebudayaan, yaitu seksi sejarah, dan nilai
budaya, seksi sarana dan prasarana kebudayaan

4. Bidang Potensi pariwisata, terdiri dari; seksi
pengembangan dan peningkatan objek wisata.

5. Bidang Pemasaran Pariwisata, yaitu; seksi promosi
dan informasi wisata, dab seksi hubungan antar
jaringan kepariw.isataan.



6. Bidang Kepemudaan, yaitu; seksi keolahragaan, dan
seksi kepemudaan
7. Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unit Pelaksana

Teknis Kecamatan.

Dengan demikian dapat dikatakan secara struktur
organisasi, sudah mempunyai kesesuaian tupoksi, dan nilai-
nilai sebagai pedoman dan arahan dalam menjalankan roda
organisasi di bidang pariwisata utamanya, dan bidang
kebudayaan, kepemudaan serta olahraga. Terkait pola
hubungan dengan hubungan dengan kelembagaan mitra
pemerintah, pendukung pariwisata, seperti Badan Promosi
Pariwisata Daerah, PHRI, dan Dewan Kesenian Daerah,
adalah merupakan organisasi mandiri yang dapat difasilitasi
pemerintah melalui anggaran bersifat hibah, namun secara
hubungan tidak mempunyai hirarki, memiliki misi yang sama
untuk memajukan pariwisata daerah.

5.2.2.2 Sumber Daya

Mengenai SDM yang berada pada ruang lingkup dinas
pariwisata, menurut informan, bahwa:

SDM pada ruang lingkup dinas pariwisata, baik
sebagai staf pelaksanan teknis, maupun yang menjabat
distrukturlal, di dinas pariwisata seperti anak buangan, coba
lihat hanya beberapa orang saja yang mengerti tentang
pariwisata, sebagai pejabat maupun pelaksana teknis, namun
kebanyakan mutase ke dinas pariwisata bukanlah
berdasarkan kompetensi dan kesesuaian bidang yang
ditanganai tetapi penempatannya lebih kepada tindakan
politis (Wawacara, 22 Juli 2018)

Hal ini telah diperkuat dengan penyataan dari informan
yang juga menjabat sebagai kepala bidang, sebagaimana berikut
ini:

Pada Dinas Pariwisata presentasenya cukup
berimbang, tetapi jika dinas pariwisata ini dijadikan sebagai
sebuah destinasi yang luar biasa atau sebuah prioritas
menurut saya masih kurang berimbang, karena mempunyai



image bahwa orang dinas pariwisata adalah orang buangan,

yang memuat kebijakan komitmen, kebijakan politis dan

kebijakan-kebijakan lainnya yang membawa pengaruh diluar

dokumen (Wawancara, 21 Juli 2018).

Dengan demikian SDM dinas pariwisata, belum seluruhnya
mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang yang
dikerjakannya, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada dinas
pariwisata. Apalagi dengan tanda kutip, bahwa bekerja di dinas
pariwisata adalah merupakan tempat pembuangan, dari
Badan/Dinas dan Kantor yang mempunyai banyak anggaran,
dengan kata lain bahwa, staf dan pejabat yang ditempatkan di
pariwisata, sudah dianggap kurang kompeten di kantor asal dinas,
badan atau kantor sebelumnya.

5.2.2.3. Kelembagaan Mitra Pemerintah

Kelembagaan yang dimaksud dalam pelaksanaan kebijakan
ini adalah, yang bersifat kemitraan, seperti Badan Promosi
Pariwisata Daerah (BPPD) dan Gabungan Industri Pariwisata
Indonesia (GIPI). Kedudukan kelembagaan pariwisata yang tidak
kalah penting lainnya adalah POKDARWIS (Kelompok Sadar
Wisata) serta pengelola daya tarik wisata seperti Dewan Kesenian
Daerah (DKD), dapat dikatakan sangat terbatas, sebagaimana yang
dikatakan informan berikut ini, yaitu;

Selain pokdarwis tidak ada kelembagaan yang lain, yang

dapat mempromosikan atau mensosialisasikan tentang

pariwisata misal nya organisasi independent oleh
masyarakat. Ada dewan kesenian daerah, yang lima tahun
terakhir ini tidak berjalan dengan baik karena dipegang
bukan pada yang ahlinya, sehingga sangat banyak
kemunduran. Hanya orang orang dinas pariwistalah yang
menjalankan bersama dengan masyarakat sadar wisata,
meskipun beberapa pegiat atau pengelola pariwisata
membangun beberapa objek tujuan wisata pantai secara
pribadi, pengelona pantai ini memiliki komunitas ini, yang
lebih terikat karena ikut berusaha berjualan di lokasi pantai
yang dibuka atau dikelola (Wawancara, 22 Juli 2018).



Dari pernyataan tersebut organisasi kelembagaan belum
tersedia, meski ada beberapa kelompok sadar wisata yang dibentuk,
dan diberikan pelatihan namun masih banyak yang tersedia, dan
belum banyak yang dapat dilakukan dalam meningkatkan
pariwisata secara keseluruhan. Kebanyakan pokdarwis hanya
berada pada objek wisata yang lebih ramai dikunjungi wisatawan.
Seperti yang dinyatakan kembali oleh informan berikut ini:

Ada beberapa sangggar dan kelompok kelompok seni
yang mempunyai kreativitas dalam mengolah seni, dan
mempunyai atratksi tari dan buadaya yang bisa ditampilkan
dan dimunculkan sebagai atttraksi budaya, kita punya tari
batu tungkal yang pernah menjuruai tiga dalam atraksi di
TMII dan juga ada tari kolosal yang pernah ditampilkan pada

penyelengggaraan event se provinsi , namun kurang
mendapatkan perhatian dari bupati (Wawancara, 22 Juli
2018)

Dengan pernyataan diatas, dapat dikatakan bahwa
kelembagaan dalam pelaksana kebijakan yang ada di tanah laut,
hanya pada pokdarwis, yang telah dibentuk dibeberapa kecamatan.
Melalui kelompok inilah dilakukan sosialisasi dan pemberian
informasi tentang pariwisata, sebagai penyambung informasi dalam
pelaksanaan kebijakan pariwista, yang diharapkan akan
disampaikan dan disosialisasikan kemasyarakat luas tentang
pariwisata yang lebih unggul.

5.2.3 Kepemimpinan dalam Pelaksanaan Kebijakan

Kepemimpinan yang dimaksud pada pelaksanaan kebijakan
ini, adalah actor tertinggi pemimpin daerah, yaitu bupati, dan
kepala Dinas Pelaksana Teknis Kebijakan, beserta jajaran birokrasi;
termasuk kabid dan kepala Unit Pelaksana Teknis Kegiatan.
Berkenaan dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan ini,
peneliti hanya memfokus pada tiga nilai, yang peneliti anggap
sangat erat keterkaitan dengan kepemimpinan dalam pelaksanaan
kebijakan, vyaitu karakteristik, komitmen, keefektifan. Namun
apabila dikaitkan dengan actor pimpinan puncak kepala daerah,



dalam hal ini Bupati, sebagaimana yanag saya uraiakan pada bab
11, bahwa kepemimpinan berkaitan erat dengan persoalan nilai.

5.2.3.1 Komitmen Kepemimpinan

Kepemimpinan tertinggi pelaksana kebijakan pariwisata,
adalah Bupati sebagai kepala daerah, yang telah mendapat legalitas
formal sebagai aktor tertinggi untuk menyelenggarakan
pembangunan secara menyeluruh dengan APBD, dengan demikian
bupati sebagai aktor implementor kebijakan publik. Bupati dibantu
oleh kepala Dinas, untuk melaksanakan kebijakan yang memilik
garis instruktif, dengan camat sebagai wilayah kecamatan.
Selanjutnya struktur yang paling dibawah adalah lurah atau kepala
desa, yang mendapatkan anggaran dari pemerintah pusat. Dan
bertanggung jawab untuk melaksanakan pembangunan ditingkat
desa melalui dana desa, yang disebut dengan bomdes.
Hal yang sangat penting dalam pelaksanaan kebijakan oleh para
actor  sebagai pelaksanaan  kebijakan  adalah  dapat
mentransformasikan konteks manajemen berada di dalam kerangka
organizing-leading-controlling. Kebijakan yang sudah
dilaksanakan, dapat diukur dengan adanya pengorganisasian,
melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan
kebijakan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut.
Secara rinci kegiatan didalam menejemen implementasi kebijakan
dapat disusun melalui: Implementasi strategi, Pengorganisasian,
Penggerakkan dan kepemimpinan, Pengendalian.
Untuk melihat kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan berikut
salah satu informan, mengungkapkan sebagai berikut:

Selama priode 2013 sampai 2018, rasanya tidak ada
komitmen kepemimpinan pelaksanaan pariwisata pada saat
bupati yang ada, tidak ada perhatian sama sekali pada lima
tahun terakhir, jika dibandingkan dengan beberapa bupati
sebelumnya, pa Dance, pa Aad masih bagus, bahkan pada
zaman bupati pak Firman, selalu setiap tahunnya ada
pertemuan dengan para seniman, para pegiat budaya utama
nya berkenaan dengan pariwisata (Wawancara. 22 Juli 2018).



Dengan demikian terlihat bahwa pada periode kepempinan
pada masa ini, kurang berhasil, dalam pendekatan dalam,
pelaksanaan kebijakan, jika dibanding dengan yang pernah
dilakukan oleh para bupati sebelumnya tentu, ada beberapa periode
sebelumnya, sehingga menurut informan, bahwa;

Pada saat ini tidak ada perhatian dan komitmen
terhadap kemajuan pariwisata, bahkan tidak ada komunikasi
intens kepada an;pelaku pariwisata dan budaya, saya merasa
banyak mundur terhadap pariwisata, maupun kepada budaya
atraksi-atraksi budaya sangat jarang. Kecuali pada event
seremonial yang resmi seperti upacara 17 an yang ada
menampilkan kebudayaan atau pada saat dan hari jadi
kabupaten, yang dilaksanakan pada setiap tanggal 2 desember
(Wawancara, 22 Juli 2018).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bupati tidak ada
komitmen yang sungguh-sungguh untuk melaksanakan kebijakan
yang unggul, terutama pengembangan pariwisata dan budaya,
padahal daerah ini memiliki potensi yang kaya untuk bisa
dikembangkan. Terkait kepemimpinan dalam pelaksanaan
kebijakan pada tingkat birokrasi, dalam hal ini dinas pariwisata,
sebagaimana yang dikatakan Dian, yaitu;

“ketika melakukan acara kami memberikan surat kepada

Dinas pariwisata, Kapolres, lalu mereka ikut berpartisifasi.

Lalu bagaimana untuk pantai Batakan campur tangan antara

pengelola dengan dinas pariwisata? Padlan menyampaikan,

sama saja dilakukan, harus dilakukan melalui surat, jika tidak
melalui  prosedur  pemberittauan  tidak  diberikan
pendampingan untuk pengamanan lokasi pariwisata

(Wawancara tgl. 21 Juli 2018).

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa kemimpinan pada
tingkat birokrasi, masih mempunyai ego sectoral yang kuat, bukan
nya untuk melayani tapi masih dilayani, meskipun pantai sebagai
tempat destinasi wisata, tidak hanya dikelola secara secara privat
oleh perseorangan tetapi pengelolaan yang dikerjakan bersama



masyarakat di desa pun, atau milik publik pun harus ada surat
secara resmi permintaan pendampingan ataupun pembinaan, karena
ditempat pantai tersebut tidak memiliki UPT dari Disparbud, lain
hal nya yang ada di Pantai Takisung, yang satu-satunya, perwakilan
Disparbud menempatkan kantor UPT, sehingga selalu mendapatkan
perawatan sentuhan pembinaan.

5.2.3.2 Efektifitas Kepemimpinan

Dalam kebijakan yang lebih diutamakan kepemimpinan kepala
daerah pada masa itu adalah lebih memprioritaskan olahraga,
sebagaimana yang disampaikan informan berikut ini, yaitu:

“Seperti ini bupati yang berkuasa pada periode ini tidak
terlalu senang terhadap kepada seni, karena pariwisata ini
lebih kepada seni dan budaya, sedangkan bupati lebih
kepada olah raga. Maka atraksi budaya seperti anak tiri,
selama ini, selain tidak mendapat kan anggaran untuk
bantuan bantuan apalagi penyelenggaraan event kesenian
maupun festival atau pun lomba kreativitas seni yang
tumbuh dimasyarakat (Wawancara, 22 Juli 2018).”

Dari pernyataan di atas bahwa bupati lebih cenderung
kepada olah raga, sehingga kurang berminat dan tidak mendukung
terhadap kegiatan-kegiatan seni dan budaya lainnya, intensitas
respon  kurang, dengan demikian bahwa karakteristik
kepemimpinan tidak menunjukkan respon yang baik, khususnya
pada segi budaya tradisional, karena bisa dilihat dari segi anggaran
pembinaan maupun dalam lomba-lomba yang dilaksanakan oleh
organisasi maupun masyarakat. Ditambahkan lagi menurut
informan bahwa:

Ada beberapa sanggar dan kelompok kelompok seni yang
mempunyai kreativitas dalam mengolah seni, dan di desa-desa
tertentu mempunyai atraksi budaya, seperti desa pemangku ada.
Ada juga tari dan budaya yang bisa ditampilkan dan dimunculkan
sebagai atraksi budaya, kita punya tari batu tungkal yang pernah
menjuruai tiga 3 dalam festival tari di TMII, dan juga ada tari



kolosal yang pernah ditampilkan pada penyelengggaraan event se
provinsi, namun kurang mendapatkan perhatian dari bupati, baik
secara pendanaan pembinaan, maupun penyelenggaran event
tertentu (Wawancara, 22 Juli 2018).

Ditambahkan lagi bahwa:

Tanah Laut mempunyai tari andalan yaitu tari
batatungkal, dulu tarian ini sempat ingin dijadikan ikon oleh
bupati tanah laut yang berkeinginan untuk membangun
tempat khusus yang rencananya dibangun di gunung matah.
Tari batatungkal adalah tari yang diangkat dari tari Dayak
biyaju di kecamatan bajuin yang masih percaya dengan hal-
hal sacral (bukan Tuhan) dan tari tersebut sudah sering di
tampilkan di luar daerah yaitu ke Jogjakarta, Jakarta, bali
nusa dua dan juga di korea. Tari tersebut menceritakan
pengobatan orang yang sedang sakit terkena gangguan oleh
roh halus dan itu yang menjadi ciri khas tanah laut. Tetapi
untuk seni budaya lainnya sama saja dengan kabupaten lain
seperti  musik panting dan tari-tari daerah lainnya
(Wawancaran, 22 Juli 2018)

Dengan pernyataan di atas bahwa Tanah Laut mempunyai
atraksi budaya, yang bisa dijual, dan diperlihatkan sebagai pengisi
dari destinasi wisata ke daerah ini. Karena atraksi budaya yang
dimiliki daerah ini, sudah sering diikutkan ke festival dan lomba
baik secara regional maupun ke tingkat nasional, untuk itu bisa
dikembangkan oleh pemerintah daerah, untuk dilestarikan dan
dikembangkan. Namun perhatian Bupati menginspirasikan terhadap
masyarakatnya untuk tetap melestarikan, mengembangkan melalui
perlombataan maupun menampilkan pada event-event yang bisa
dinikmati masyarakat maupun wisatawan yang berkunjung ke objek
dan budaya wisata.

5.3. Strategi Pengembangan Pariwisata Tanah Laut

Beberapa pendapat yang penulis dapatkan di lapangan
adalah bahwa masyarakat menginginkan adanya kehadiran
pemerintah untuk setiap permasalahan, terutama berkenaan dengan



pengembangan pariwisata daerah. Selama ini mereka terutama
pegiat, pengelola destinasi pariwisata, khususnya pengembang
wisata pantai, mereka merasa belum didukung, dan difasilitasi,
sebagaimana yang disampaikan oleh informan berikut ini :

Kalau dilihat dari secara dukungan sangat kurang, untuk
tahun 2018 anggarannya 0 (nol). Pada dinas pariwisata tahun
2018 ada 3 (tiga) bidang yang menangani pariwisata yaitu
usaha jasa yang menangani pelaku usaha seperti hotel, travel
dan tempat-tempat kuliner, untuk bidang pemasaran yang
sifatnya promosi, bidang destinasi yang menangani fisik
secara langsung (Wawancara, 21 Juli 2018).

Ditambahkan lagi  tentang  dukungan terhadap
pengemabngan pariwisata, menurut informan bahwa;

Dari 3 (tiga) bidang tersebut, setiap bidang mempunyai
penganggaran pendanaan tetapi untuk tahun 2018 trennya
pada posisi pemasaran jadi lebih besar pada hal promosi, ada
beberapa kegiatan rutin yaitu kegiatan-kegiatan pembuatan
baliho yaitu pembuatan-pembuatan yang sifatnya promosi,
pembuatan video dan dokumen. Tetapi untuk perbaikan
fisiknya untuk dana APBD 2018 0 (nol) tetapi kami
mempunyai dana APBN tahun ini (Wawancara, 21 Juli
2018).

Pernyataan tersebut bahwa dalam pengembangan ke depan
lebih kepada promosi, dari pada dua bidang yang lain, yaitu budaya,
dan potensi pariwisata. Selain itu anggaran yang dialokasikan hanya
bersifat kegiatan rutin, sedangkan untuk belanja modal fisik bahkan
infrastruktur tidak ada, kecuali APBN yang bersifat hibah.

Berkenaan dengan model pengembangan pariwisata yang
diinginkan ke depan sebagaimana berikut ini; Kerjasama dengan
swasta dan hotel, yang masing-masing mempunyai tugas dibidang
usaha jasa yang melakukan penanganan, meskipun tidak dapat
dilihat secara menyeluruh karena bidang usaha jasa. Ditambahkan
lagi oleh informan bahwa:

Harapannya seperti di Bali ketika berkunjung dapat
menyaksikan penampilan tari barong khusus pada saat



wisatawan datang berkunjung. Sedangkan di Tanah Laut
hanya sesekali saja tampil pada acara-acara tertentu, hari
jadi, ketika kedatangan tamu dari luar daerah. Namun untuk
khusus wisatawan yang datang tidak ada, mereka datang
hanya untuk menikmati pemandangan alamnya saja lalu
pulang jadi tidak ada seni nya (Wawancara, 22 Juli 2018)

Dari pernyataan di atas informan menghendaki, bahwa di
setiap objek tujuan wisata tersebut, ada atraksi budaya yang
diperlihatkan, tidak hanya berada lokasi destinasi. Atraksi budaya
tari, acara adat, yang dilakukan oleh sanggar, atau semacam
padepokan, kalau di daerah adat pedalaman dayak disebut balai.
Sehingga para wisatawan bisa melihat langsung ke tempat-tempat
tersebut. Hal ini ditambahkan lagi sebagaimana pernyataan
informan berikut ini :

Pihak swasta pengelola pantai asmara (asam-asam
muara), muara asam-asam awalnya adalah desa nelayan,
pariwisatanya tidak ada dan atas dasar inisiatif H. Zainudin
yang mempunyai tanah di pesisir pantai yang dikelola oleh
pribadi dan kemudian dibersihkan dan semakin lama banyak
orang yang datang, setelah itu dibersihkan lagi dan diperluas
dan timbul lah pantai asmara. Pantai asmara baru sekitar 2
tahun ini berdiri (Wawancara, 21 Juli 2018).

Dari pernyataan di atas mengatakan, bahwa pengelola pantai,
yang menjadi objek tujuan wisata kebanyakan murni inisiatif dari
pribadi, dengan pendanaan sendiri, belum adanya kerjasama atau
berkolaborasi dengan pemerintah, sebaliknya pemerintah terutama
dinas terkait, khususnya disparbud belum ada secara khusus terlibat
bersama memberikan bantuan, baik secara pemikiran maupun
bantuan infrastruktur langsung, Ditambahkan lagi pada pernyataan
berikut ini:

Apa yang disampaikan sebelumnya memang benar,
keadaan pemerintah daerah dengan pihak swasta sampai saat
ini pihak swasta hanya berjalan sendiri, yang penting kami



setiap tahu membayar pajak, bayar retribusi, kecuali ada
pertemuan-pertemuan, tetapi seperti anak tiri. Keadaan di
pantai asmara dilihat dari warung-warungnya adalah
masyarakat muara asam-asam,sedangkan untuk souvenir
masih berasal dari luar desa, masih berasal dari jawa, untuk
Tanah Laut belum ada . Tetapi untuk makanan seperti
amplang dan ikan kering itu baru di produksi dari
masyarakat desa itu sendiri. Untuk daerah Tanah Laut,pantai
asmara merupakan pantai yang cukup ramai pengunjung,
tetapi untuk kunjungan relative misalkan saja ramainya
hanya ketika tahun baru, hari raya dan musim liburan anak-
anak sekolah, sedangkan pada hari-hari biasanya tidak
seberapa. Untuk fasilitas yang ada di pantai Asmara yang
kami kelola sendiri kami mempunyai penginapan-
penginapan yang sederhana dan untuk pihak pemerintah
kami belum ada melakukan sinkronisasi (Wawancara, 21
Juli 2018).

Melihati pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa tidak ada
kolaborasi atau bekerjasama, antara pemerintah, berjalan sendiri-
sendiri, bahkan pihak swasta yang mengelola pantai sendiri, merasa
di anak tirikan karena ada pantai yang dikelola berada di bawah
pembinaan dan tanggung jawab pemerintah (disparbud), dengan
mendapat dukungan pembinaan, maupun bantuk fasilitas terutama
untuk infrastruktur. Selain itu menempatkan kantor UPT dari
Disparbud, sebagai yang bertanggung jawab dalam mengatur
wilayah pantai yang dikelola. sehingga hal ini menjadi ada
perbedaan dalam penanganan objek tujuan wisata di Tanah Laut.
Pada kasus lain, sebagaimana yang dinyatakan informan, terutama
di Kawasan di area air terjun bajuin, seperti berikut ini :

Satu contoh yaitu di air terjun bajuin mempunyai
potensi yang besar, dulu pernah ditawarkan. Lahan di air
terjun bajuin sebagian lahannya digarap oleh masyarakat
dengan ditanami Lombok, terong dan lahan tersebut
dimanfaatkan. Pada saat itu kami mengumpulkan



masyarakat-masyarakat yang memanfaatkan lahan tersebut
(Wawancara, 21 Juli 2018).

Selanjutnya informan menambahkan bahwa:

Ada kemungkinan untuk dikolaborasikan dengan
masyarakat, karena pada saat dikumpulkan masyarakat
mengakui bahwa tanah tersebut bukanlah milik mereka dan
mereka hanya memanfaatkan dan pada saat itu ditawarkan
jika seandainya “pinjam pakai” dan kemudian ditentukan
zona-zona seperti agrowisata, tanah tersebut dipinjamkan,
mereka menanam dengan modal sendiri, hasilnya mereka
petik sendiri dan pemerintah hanya mengambil suasananya
saja, pada saat itu mereka setuju dan kami mengatur tata
letaknya, layoutnya, zona ditentukan dan mereka siap untuk
bekerjasama dan mereka bersedia untuk terlibat langsung
(Wawancara, 21 Juli 2018).

Melihat uraian diatas bahwa kolaborasi pengelolaan objek
tujuan wisata dimungkinkan untuk dilaksanakan, karena dengan
melaksanakan yang demikian, akan mempercepat pengembangan
pariwisata di daerah ini, mengingat masyarakat yang berada pada
lokasi objek-objek wisata pantai, sangat menunggu dan sangat
memingkinkan dilakukan kolaborasi dalam hal pengelolaan lahan
objek tujuan wisata, agar cepat bisa berkembang dan maju.

5.4. Permasalahan Pelaksanaan Pengembangan Pariwisata

Dalam setiap pelaksanaan kebijakan, tentu mempunyai
kendala dan hambatan, apalagi kebijakan pariwisata, yang banyak
menyetuh persoalan hidup orang banyak, terkait dengan ekonomi,
serta kebijakan yang bersifat politis. Karena itu tidak terlalu
berlebihan jika faktor-faktor ini, akan sangat berpengaruh terhadap
keberhasilan implementasi kebijakan. Faktor faktor yang berasal
dari rumusan kebijakan itu sendiri disebut sebagai faktor internal,
sementasi faktor-faktor yang berasal dari lingkungan disebut
sebagai faktor eksternal. Seperti yang dikemukakan informan
sebagai berikut:



Dari 7 (tujuh) objek tersebut yang sudah dikelola
selama bertahun, kemudian diberi sedikit warna dan warna
tersebut  ditetapkan sebagai  keterkaitannya dengan
persoalan-persolan yang dihadapi, yang terbagi menjadi
beberapa Kkategori vyaitu Kkategori sedang dan kecil.
Contohnya saja Pantai Swarangan, Pantai Batakan dan
Batulima termasuk kedalam zona merah yang artinya
memiliki banyak komplek dan terlalu banyak persoalan yang
dihadapi disana, khusunya keterkaitannya dengan lahan dan
masyarakat. Faktor penyebabnya adalah lahan yang terlalu
luas sehingga banyak masuk masyarakat- masyrakat yang
menggarap dan memanfaatkan lahan tersebut, dan kemudian
ada zona kuning atau disebut juga zona sedang yaitu air
terjun bajuin dan untuk saat ini yang lebih mudah hanya di
pantai takisung karena lahannya yang tidak terlalu besar dan
sudah menjadi ikon objek wisata di tanah laut, khususnya di
Kalimantan terkenal dengan pantai takisung adalah tanah
laut, jadi brand image pantai takisung sudah sangat kuat.
Permasalahan yang kita hadapi dari ke 7 objek tersebut inti
utamanya adalah masyarakat, ini adalah permasalahan
yang paling mendasar (Wawancara, 21 Juli 2018).

Faktor-faktor yang terdapat dalam pernyataan di atas
adalah, status lahan pariwisata sebagai faktor kelemahan yang
dalam pengembangan dan pelaksanaan kebijakan, permasalahan
dibagi dalam tiga kategori yaitu berat, sedang dan ringan.
Hambatan terberat adalah persoalan, yang dianggap kompleks
seperti status lahan yang tidak oleh pemerintah, namun telah
digunakan oleh pemerintah sebagai objek tujuan wisata. Sedangkan
hambatan yang dianggap sedang, adalah lahan yang terlalu luas
namun SDM di birokrasi yang menangani sangat sedikit. Sementara
permasalahan yang ringin bersifat adanya pengelolaan yang ganda
antara masyarakat dengan pengelola.



Ditambahkan lagi sebagai alasan dan latarbelakangnya

terhambatnya pengembangan pariwisata di kabupaten tanah laut,
seperti berikut ini :
Di pemerintahan kabupaten tanah laut dari beberapa objek yg
selama ini dikelola, ada 7 (tujuh) objek dan sebagian besar basisnya
adalah pantai, seperti pantai takisung, pantai batakan, pantai batu
lima dan pantai swarangan dan selain itu ada gunung khayangan
yang menjadi pintu masuk ke kabupaten tanah laut, air terjun bajuin
dan taman kota yaitu taman mina tirta. Yang menjadi alasan kenapa
selama ini pemerintah hanya mengelola 7 (tujuh) objek yaitu status
lahan, dari 7 objek tersebut sebagian besar legalitasnya dimiliki
oleh pemerintah kabupaten jadi sifatnya ada yg sudah memiliki
sertifikat, ASM, sopradik dan ada juga yang berupa surat
keterangan dari BPN. Dan itulah yang menjadi alasan utama
kenapa 7 objek tersebut dikelola oleh pemerintah sedangkan
sebenarnya masih banyak objek lainnya yang bisa dikelola tetapi
tidak bisa menyentuh terlalu jauh karena berkaitan dengan status
lahan. Misalnya saja TWA (Taman Wisata Alam) yang dikelola
oleh kementrian kehutanan melaui BPSDA, Hutan lindung dikelola
oleh KPH dan sebagian lagi lahan yang dimiliki oleh masyarakat.
Sebagai contoh objek wisata yang pernah popular yaitu Gunung
Teletubies yang lahannya dimiliki oleh masyarakat, ada juga
beberapa goa vyang kepemilikannya oleh KPH/BPSDA
(Wawancara, 21 Juli 2018)

Fakta di atas menunjukkan alasan yang menjadikan
terhambatnya suatu pengembangan pariwisata, karena kepemilikan
dan pengelolaan yang masih mendua, pada satu sisi yang memiliki
tidak menyerahkan secara jelas untuk diserahkan, sementara
pemerintah mau memberikan anggaran dan memfasilitasi,
terhambat oleh legalitas kepemilikan tanah yang tidak bisa karena
aturan.

Faktor lain, yang juga menghambat dapat dilihat pada pernyataan
dari salah satu informan, yaitu :

Dan yang kedua yaitu pantai takisung, yang menjadi

persolan besar disana adalah pelaku usaha jasa, warung dan



usaha-usaha jasa lainnya, masyarakat disana berpikiran
bahwa semakin posisinya semakin dekat dengan pantai maka
rezekinya semakin banyak, kami mengalami kesulitan pada
saat melakukan penertiban agar mereka tidak mengisi zona
inti yang sebelumnya zona-zonanya sudah kami tentukan.
Pada tahun 2018 kami mendapat dana alokasi khusus dari
kementrian pariwisata terkait dengan pusat jajanan kuliner
dan pada saat kami melakukan sosialisasi, mereka bersedia
untuk keluar dari zona inti yang kemudian menempati
bangunan yang nanti akan dibangun yang sekarang dalam
tahap proses. Diharapkan ketika bangunan itu selesai maka
masyarakat bisa berkomitmen untuk menempati posisi yang
telah kami tentukan. Tetapi terkadang terdapat “provokator”
yang tidak bersedia pindah dan mempengaruhi masyarakat
lain dan itu yang menjadi permasalahan kami (Wawancara,
21 Juli 2018).

Informasi  diatas dapat dikategorikan sebagai faktor
penghambat, yang berasal dari lingkungan, yaitu para pelaku
pariwisata, dalam hal ini pedagang yang berasal dari desa setempat
tidak mau di berikan aturan, untuk memajukan objek tujuan wisata,
agar lebih rapi dan tertata dengan baik, sehinnga wisatawan merasa
nyaman.

Permasalahan yang tidak jauh berbeda juga terjadi dengan
pengelolaan pantai Batakan, yang mempunyai kesulitan memberi
pemahaman terhadap aturan dalam memberikan kenyamanan
terutama untuk berjualan dan melakukan menjual home industry
berbentuk souvenir dan pakaian khas berloga pantai. Sebagaimana
yang dikemukakan salah satu informan berikut ini:

Masyarakat meyakini bahwa pariwisata mempunyai
sisi ekonomi dan pariwisata mempunyai sisi nilai budaya
yang artinya dasar pemikiran masyarakat sudah positif tetapi
ada hal-hal lain yang mempengaruhi mereka khususnya dari
tingkat kesabaran. Mereka ingin mendaptkan hasil yang besar
tetapi dalam waktu yang cepat. Paradigma masyarakat seperti



itu yang harus kita arahkan, karena sebenarnya pariwisata ini
adalah ibarat menanam pohon tetapi tidak serta merta
buahnya dalam satu atau dua hari buahnya dapat kita petik
dan pariwisata ini sifatnya kompleks, terkadang masyarakat
inginnya cepat, contohnya melakukan pungutan yang lebih
besar dari aturan yang telah ditetapkan, intinya jika
berhubungan dengan ekonomi mereka ingin mendapatkannya
secara cepat (Wawancara, 23 Juli 2018).

Kendala-kendala yang terjadi di pantai Batakan, yang salah
satu dari 7 (tujuh) pantai yang dikelola disparbud, hampir sama
dengan yang terjadi di Takisung. Namun lebih persoalan lebih dari
soal berjualan, akan tetapi lebh kepada pemahaman dan
pengetahuan mereka tentang memberikan kemudahan dan
kenyamanan dalam menciptakan objek tujuan wisata yang
disenangi. Dengan demikian hal ini sangat ditentukan oleh isi
kebijakan yang merupakan bagian dari faktor internal.

Anggaran atau pola pikir masyarakat setempat, yang
masih tidak meyakini bahwa pariwisata akan meningkatkan
ekonomi, karena belum sedangkan masyarakat mau hasil
yang instan. Karena itu memberikan sosialisasi secara baik,
dan terstuktur, baik melalui Lembaga formal, maupun
komunitas-komunitas yang terkait akan lebih baik
(Wawancara, 25 Juli 2018).

Berbeda dengan informasi yang juga di dapat dari anggota
DPRD periode 2014-2019, menyampaikan bahwa; Pendapat
Anggota DPRD Tanah Laut, bahwa untuk pengembangan
pariwisata Tanah laut hendaknya memperhatikan; Fasilitas jalan
masuk dan fasilitas umum ditempat wisata, kesadaran masyarakan
terhadap pengembangan wisata tersebut karena secara ekonomi
pasti akan ada manfaat, pembinaan tempat wisata yang konsisten
dan kontinyu, perda yang sudah ada tinggal tindak lanjut
(Wawancaran, 25 Juli 2018).



Dengan demikian searah dengan beberapa pendapat
sebelumnya bahwa; yang harus dilakukan adalah pembinaan secara
konsisten dan terus menerus untuk pengembangan pariwisata, yang
ditekankan bahwa dangan baiknya objek tujuan wisata akan
menambah  kunjungan wisatawan, sehingga efek ekonomi
masyarakat akan bertambah baik. Selain itu infrastruktur jalan
terutama akses menuju objek tujuan wisata harus difasilitasi oleh
pemerintah tanpa melihat siapa yang mengelola. Kedua faktor yang
mempengaruhi, baik faktor yang internal, sebagai faktor dukungan
dan ekternal dari lingkungan sebagai faktor penghambat sudah
jelas, yang selanjutnya perlu diberkan solusinya, pada pembahasan
analisis berikut ini.

5.5. Analisis Implementasi Kebijakan
5.5.1.  Analisis Proses Implementasi Kebijakan

Berdasarkan fakta dan data dari para informaan serta
beberapa sumber dokumentasi di lapangan menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan rumusan kebijakan melalui jalan yang
panjang, yang dilaksanakan melalui rumusan visi dan misi Bupati,
yang dimasukkan dalam RPJMD, dengan berpedoman RPJPD,
yang kemudian dibreakdown menjadi Rentrada dan Propeda
Kabupaten Tanah Laut, serta penjabarannya rumusan tersebut
melalui renstra Disparbud, sebagai Lembaga birokrasi yang
membidangi pariwisata, yang dirincikan melaui program kerja, dan
Dinas dalam upaya membangun dan mengembangkan pariwisata,
dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan tujuan
pembangunan pariwisata yang sesungguhnya, berdasarkan keadilan
dan kemakmuran bersama. Untuk menjalankan dan melaksanakan
konsep, program dan implementasi tersebut, diperlukan suatu
rumusan kebijakan yang lebih jelas melalui perda No. 5 Tahun
2014 tentang RIPKD, dan Perda No. 5 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Pariwisata. Rumusan kedua perda inilah sebagai
suatu kebijakan pariwisata, yang menjadi salah satu tolak
pengukuran dalam implementasi kebijakan pariwisata. Karena
dalam mengukur seberapa keterlaksanakan implementasi kebijakan,



pada tiga tema besar, yaitu proses implementasi kebijakan,
pelaksana dalam implementasi kebijakan dan kepemimpinan dalam
pelaksanaan kebijakan.

Terkait dengan proses implementasi kebijakan, yang
menjadi bahan kajian termasuk rumusan yang telah dibahas pada
temuan diatas, selain itu beberapa variobel yang mencakup pada
pengertian pariwisata sesuai dengan ruang lingkupnya pada empat
hal, yang termuat dalam Undang-Undang Pariwisata, yaitu variable;
industri, promosi, destinasi dan kelembagaan.

Melihat proses implementasi kebijakan yang dilaksanakan
di tanah laut, secara rumusan sudah memadai, konsep dan program
dan urutan dan keterkaitan jelas mempunyai hubungan yang
terkoneksi, secara hirarki. Ada kesesuaian antara visi dan misi
bupati dengan rumusan regulasi kebijakan yang dibuat, yakni kedua
perda tersebut. Hanya saja, implementasi kebijakan pada rumusan
tidak dilanjutkan dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan,
melalui peraturan bupati, agar lebih baik dari segi pengukurannya
akan mudah. Melihat dari hasil wawancana dan beberapa informan,
pada kebijakan tata ruang tema rumusan implementasi kebijakan
tata ruang, belum optimalnya pelaksanaan kebijakan karena belum
bisa mengalokasikan anggaran yang di butuhkan, banyak fasilitas
publik yang terbelengkalai, sebagai akibat tidak ada anggaran
pemeliharaan terutama dalam belanja modal, hanya saja dalam
bentuk rutin kegiatan. Pemeliharaan fasilitas dan bangunan publik
harusnya sama pentingnya dengan penyediaan anggaran pada awal
dibangunnya sebuah fasilitas publik, karena hasil pembangunan
akan sia-sia apabila tidak disertai dengan tindak lanjut
pemeliharaan, semua fasilitas publik sebenarnya wajib mendapat
pemeliharaan, karena hal tersebut merupakan perlindungan
terhadap kemanfaatan sarana yang telah dibangun. Maka asumsi
peneliti bahwa kurangnya anggaran untuk pemeliharaan fasitas dan
sarana pariwisata adalah lemahnya argumentasi dari perencana di
disparbubpora, sehingga pada saat rapat konsultatif pengajuan
anggaran, baik kepada TAPD dan DPRD, mengakibatkan anggaran



bisa disetujui dengan alasan-alasan yang tidak jelas dan kurang bisa
dipertanggungjawabkan.

Proses pelaksanaan kebijakan yang diawali dengan lahir
rumusan perda Nomor 5 Th. 2015, tentang penyelenggaraan
pariwisata, telah menjalani perjalanan Panjang, karena kelahirannya
berasal dari Disparbudpora, bukan merupakan inisiasi DPRD.
Pembuatan Nomor 5 Tahun 2014 tentang RIPKD dan Perda No. 5
Th. 2015 tentang Penyelenggaran Kepariwisataan, telah sesuai
dengan prosedur dan tata aturan yang ditentukan, mulai dari
perencanaan, perumusan, penganggaran, selanjutnya dilakukan
survey, melakukan beberapa kali rapat koordinasi dengan pihak-
pihak terkait, Bappeda, DPRD, tim Anggaran Daerah serta masukan
masyarakat, seluruh stakeholder, menunjukkan adanya pembuktian
kompetensi dan professionalism SDM Disparbud yang baik.
Keberhasilan pembuatan Perda adalah suatu prestasi, Hal ini
dikarenakan kegiatan pembuatan perda adalah cukup sulit
mengingat, jika perda bukan berasal dari inisiasi dari DPRD,
seringkali sangat memakan waktu dan banyak energi yang harus
disiapkan, tidak sekedar mengkaji isi kebijakan itu sendiri tapi
harus melakukan survey dan studi banding bagi anggota DPRD,
yang harus didampingi oleh dinas pengusul, karena itu keberhasilan
ini tidak terlepas tim work atau pokja yang handal, dan juga
kepemimpinan di dinas komitmen, untuk keberhasilan SKPD yang
dipimpinnya.

Berbeda dengan proses implementasi kebijakan, terkait
peraturan bupati (perbub) yang tidak terlaksana, sebagai rumusan
implementasi yang lebih teknis dari kedua rumusan perda Nomor 5
tersebut. Menurut informasi pada informan, adalah karena
menyangkut komitmen kepemimpinan tertinggi, dalam hal ini
Bupati, yang tidak meneruskan untuk ditindak lanjuti. Padahal dari
segi anggaran dan draft perbub sudah disiapkan pihak disparbud
untuk mengajukan pembahasan dan pengesahan rumusan kebijakan
perbub tersebut. Dalam hal ini bupati belum memandang bahwa
suatu kebijakan pariwisata, adalah sebagai sebuah kebijakan yang
strategis untuk dilaksanakan, karena menyangkut peningkatan



ekonomi masyarakat, dan sebagai suatu persiapan dari alih
pengganti sumber pendapatan daerah dari sumber daya alam yang
akan habis, menjadi sumber pendapatan pada sektor pariwisata,
yang akan trend dimana depan. Oleh karena itu salah satu
kegagalan pelaksanaan kebijakan pariwisata adalah karena tidak
sepenuhnya komitmen untuk membuat regulasi yang menyeluruh
terhadap pengembangan pariwisata.

Hasil wawancara yang disampaikan informan bahwa dalam
hal pengembangan baru objek tujuan wisata di tanah laut pada masa
kepemimpinan 2013 s.d 2018, hampir tidak berjalan, kecuali yang
dilaksanakan oleh pihak masyarakat, yaitu pada tiga lokasi objek
tujuan wisata pantai, pantai turki, joras, dan pantai asmara. Hal ini
menunjukkan pelaksanaan kebijakan melalui perda tidak berjalan
dengan lancar, karena isi dari perda adalah harus adanya
keterlibatan pemerintah bersama dengan seluruh stakeholder, terkait
pemerintah terutama menyangkut regulasi, aspek lingkungan, aspek
keamanan dan aspek transportasi. Kehadiran pemerintah dalam
pembangunan dan pengembangan pariwisata suatu keniscayaan
untuk diayumi, terlepas bahwa kepemilikan business pariwisata
tersebut adalah bersifat private (pribadi), tetapi pastilah melibatkan
masyarakat sekitar, yang akan mengisi pelaku home industrinya,
café restoran, transportasi, akomodasi atau yang disebut horpitality.
Dengan demikian dapat peneliti nyatakan bahwa implementasi
kebijakan belum optimal dilaksanakan, terkait dengan penyampaian
informasi tentang kedua perda tersebut.

Berkenaan dengan implementasi kebijakan yang terkait
industri pariwisata, sebagaimana dengan hasil wawancara tema
proses pelaksanaan kebijakan. Dalam hal ini home industry atau
salah satu bagian dari industri pariwisata. Fakta dari informan di
lapangan, adalah sebuah realita yang cukup menyedihkan, karena
sampai sekarang sebagai sebuah daerah, yang memiliki potensi dan
kekayaan alam, belum bisa menghasilkan atau memunculkan
sebuah produk, yang menjadi unggulan, atau sebuah icon kekhasan
daerah. Hal ini dikarenakan kehadiran pemerintah belum optimal,
untuk menyambut baik enovasi pelaku home industry, pembuat



makanan atau minuman, maupun handcraft untuk souvenir untuk
menuju ekonomi kreatif. Sebagaimana dikatakan informan, bahwa
sumber daya tersedia terutama, produk lebah madu, pembuat snck
amplang berbagai rasa, yang tidak kalah dengan daerah daerah lain,
hanya saja perlu adanya gerakan pemerintah yang memberikan
regulasi untuk dijadikan sebagai produk unggulan. Selama ini
produk yang dijual, berupa souvenir maupun makanan di lokasi
wisata pantai, telah bersaing dengan produk luar daerah yang telah
diberi label dan sebagian sudh mempunyai branded. Oleh karena
itu pada aspek home industry masih sangat rendah pada nilai
jualnya, karena tidak difasilitasi dan dipromosikan oleh dinas
terkait.8

Terkait dengan promosi dari informan, menyampaikan
bahwa promosi produk yang dibuat masyarakat, belum ada promosi
dilaksanakan secara tersistem, berbagai instansi dan lembaga harus
bekerjasama, disparbud sebagai leading sector harus membuat suatu
aturan dan dukungan kepada para pegiat seni, pengrajin, penyedia
kuliner, dan pusat oleh-oleh, harus didukung dan dipromosikan.
Padahal ada wadah dan tempat mempromosikan, seperti
dekranasda, PHRI, Dewan Kesenian, dan kelembagaan yang dapat
bekerja sama dalam rangka mempromosikan produk yang berasal
dari Tanah Laut. Dari pernyataan informan bahwa orang yang akan
berkunjung pada objek tujuan wisata tidak hanya untuk melihat
view keindahan pantai, namun secara tidak langsung akan mencari
oleh-oleh atau kenang-kenang yang merupakan ke khasan produk
dari masyarakat setempat. Namun senyatanya belum ada suatu
sistem promosi yang baik, dan fasilitasi terhadap promosi terhadap
objek tujuan wisata, souvenir, makanan dan snack tanah Laut belum
tersosialisasikan secara regional dan nasional, sejalan dengan hal
tersebut tentu sama halnya dengan tidak terpromosikan terhadap
objek tujuan wisata sebagai destinasi yang layak dikunjungi.
Asumsi peneliti bahwa belum ada kesediaan dengan sungguh
(disposisi) dalam melaksanakan kebijakan pariwisata berkenaan
dengan promosi, karena mengingat bahwa, destinasi yang tersedia
mempunyai keindahan, selain itu akses mudah serta menjamin



kenyamanannya, pendukung produknya ada, organisasi tersedia,
mutunya bisa komparatif dan harga kompetitif. Promoso akan
berjalan baik, hanya memerlukan komitmen para pemangku
kepentingan, disposisi kepemimpinan birokrasi serta kerja keras
pelaksana penerima disposisi.

Variabel ketiga yang berkenaan dengan proses pelaksanaan
kebijakan adalah variable destinasi. Destinasi adalah objek tujuan
wisata, hal yang sangat penting, bahwa setiap yang melakukan
kunjungan wisata, maka yang paling utama adalah ketertarikan
terhadap destinasi yang disediakan, menurut Gunn adalah sebagai
ketersediaan (supply), karena ada sisi permintaan (demand), yaitu
wisatawan yang akan mengunjungi. Temuan dari W.9 dan W.10,
bahwa untuk menghidupkan atraksi para pengelola pantai Batakan,
pernah dilakukan dengan cara mengalokasikan dana desa, untuk
membayar penari dan pelaku atraksi budaya, namun tidak
berlangsung, karena tidak mencukup desa tersebut, hal ini
menunjukkan adanya upaya untuk menghidupkan objek tujuan
wisata (destinasi). Lain lagi halnya di Pantai takisung bomdes
digunakan untuk membantu ekonomi kreatif, namun tidak bisa
untuk fasilitas infrastruktur dan belanja fisik. Melihat kedua upaya
untuk mendukung agar wisatawan ketertarikan terhadap destinasi.
Hal ini menunjukkan ada kesungguhan para pengelola pada tingkat
paling bawah, akan tetapi kontrakproduktif terhadap kepemimpinan
puncak pelaksana kebijakan, karena selama ini telah membiarkan
terhadap kekosongan anggaran terhadap belanja modal atau
bangunan sarana prasarana dan fasilitas pendukung. Padahal
memperindah destinasi wisata, melengkapi dukungan berupa,
ekonomi kreatif seperti souvenir dan kerajinan serta kuliner adalah
hal yang harus dilakukan untuk ketertarikan para wisatawan. Sebaik
bagaimanapun sebuah destinasi akan sangat pincang tanpa ada
dukungan berupa cendramata atau souvenir, dan juga atraksi
budaya yang bagus, lama kelamaan wisatawan akan bosan dan
tidak tertarik terhadap destinasi yang tidak memfasilitasi penjualan
barang dan kebutuhan oleh oleh para wisatawan. Dari beberapa
fakta di atas, kebijakan dalam mengembangkan keindahan



destinasi, melalui dukungan atraksi, souvenir, kuliner, akomodasi,
transportasi dan fasilitas-fasilitas terutama sarana publik, belum
optimal, untuk sebuah destinasi yang nyaman, indah, aman sesuai
sapta pesona pariwisata. Ketidak mampuan melaksanakan
kebijakan yang unggul, adalah karena belum dapat rumusan
kebijakan yang baik. Rumusan kebijakan yang baik, didasarkan atas
kemampuan mengkaji potensi yang kekuatan, melalui manajemen
strategis, melaui analisis faktor lingkungan internal dan eksternal,
bahwa tanah laut sebagai destinasi wisata nasional adalah sangat
layak dan terbaik dari 13 kabupaten dan kota Kalimantan selatan.
Perlu keberanian dan komitmen serta kontinuinitas untuk
dilaksanakan.

55.2 Analisis Lembaga Pelaksana Implementasi
Kebijakan

Secara struktural Lembaga formal yang mengatur
pariwisata pada tingkat Kabupaten adalah Disparbud & Pemuda,
kemudian perwakilan di tingkat kecamatan pada lokasi objek wisata
ditempatkan Unit Pelaksana Teknis, yang mempunyai tugas dan
fungsi; merumuskan kebijakan teknis bidang pariwisata,
kebudayaan, pemuda dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh
bupati berdasarkan perundang-undanhgan yang berlaku, dan
Perumusan kebijakan operasional pembinaan dan fasilitasi
penyelenggaraan pemasaran pariwisata. pendekatan implementasi
kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (top-downer
perspective). Perspektif ini lebih fokus pada tugas birokrasi untuk
melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para
ilmuwan sosial yang mengembangkan pendekatan ini adalah Daniel
Mazmanian dan Paul Sabatier (1983), dan Paul Berman (1980).

Temuan terhadap kelembagaan ada di daerah Tanah Laut
adalah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata), keberadaannya
kebanyakan hanya pada kecamatan, yang memiliki destinasi wisata,
hal ini terbentuk karena adanya objek dan daya tarik wisata
(ODTW). Sedangkan kelembagaan yang lain, seperti Badan
Promosi Pariwisata Daerah (BPPD), Gabungan Industri Pariwisata
(GIPI), dan Pengelola Daya Tarik Wisata belum ada. Hal ini



menurut peneliti karena kurang pelaku usaha pariwisata, yang
berpartisipasi pada Lembaga kemitraan pemerintah, yang sifatnya
organisasi nirlaba, yang tidak didukung pendanaannya dari
pemerintah. Organisasi sosial yang terkait pariwisata cenderung
lebih banyak kearah seni, seperti Dewan Kesenian Kabupaten, dan
asosiasi PHRI, itupun kedua organisasi ini belum begitu kuat,
karena belum adanya hotel dan restoran yang termasuk kategori
kelas berbintang.

55.3  Analisis Kepemimpinan dalam Pelaksanaan
Kebijakan.

Dari hasil informasi berupa wawancara dengan beberapa
informan, dapat dianalisis bahwa persoalan yang muncul adalah
terkait dengan komitmen Bupati dalam memberdayakan
stakeholders kepariwisataan sebagai target groups melalui inisiasi
berbagai program unggulan yang dirancang sebagai satu kesatuan
utuh pada draft rancangan perencanaan sehingga kebijakan
pengembangan pariwisata akan menjadi populis bagi stakeholders
kepariwisataan. Indikasi terhadap kekuatan komitmen ini
nampaknya belum sesuai dengan harapan, sebagaimana yang
tersebut dalam wawancara dilaksanakan pada tema kepemimpinan.
Padahal kepemimpinan dalam pelaksanaan kebijakan adalah actor
yang mempunyai kekuatan dalam komitmen, secara otomatis
berimpak terhadap kewibawaan, sehingga akan memberikan
tekanan yang lebih kuat terhadap struktur dibawah, pelaksanaan
kebijakan sebagai suatu seni dan strategi dalam menajemen sumber
daya, pastilah akan lebih mudah dalam melaksanakan segala
kebijakan. Namun senyatanya fakta yang ditemukan adalah bahwa
kepemimpinan bupati belum sepenuhnya untuk melaksanakan
kebijakan pariwisata sebagai sebuah kebijakan yang unggul.
Generasi ketiga, tahun 1990-an, dikembangkan oleh ilmuwan sosial
Malcolm L. Goggin (1990), memperkenalkan pemikiran bahwa
variabel perilaku aktor pelaksana implementasi kebijakan lebih
menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Selain komitmen yang lemah, peneliti juga melihat dari segi
komunikasi kepemimpinan yang belum menunjukkan indikasi yang



baik terhadap pelaksanaan kebijakan. Hal ini terlihat bahwa dalam
setiap acara kegiatan-kegiatan tidak searah dengan suatu prioritas
bagi pribadi terjadi penolakan terhadap kegiatan yang
disosialisasikan, padahal kehadiran pemimpinan sangat diharapkan
oleh masyarakat, terutama pada para birokrasi kepariwisataan.
Namun senyatanya sampai terjadi event yang dilaksanakan
berujung pada suatu implikasi tidak sesuai yang diharapkan
pelaksana.  Bupati sebagai aktor pelaksana kebijakan,
kepemimpinan tertinggi pelaksana kebijakan belum memiliki
komitmen yang tinggi, terutama dalam memberikan suatu keputusan
strategis, diantaranya menyetujui anggaran infrastruktur pariwisata.

Selain tema komunikasi dari informan yang dapat
diperoleh, ada tema disposisi yang masih lemah terhadap kebijakan
yang dilaksanakan, karena beberapa event kegiatan pariwisata, yang
seharusnya kehadiran bupati sangat diperlukan namun selalu
dilakukan penggantian pada acara tersebut, hal ini memperlemah
pada disposisi, kehadiran bupati akan lebih menyemangati pegiat
dan pelaksana kebijakan. Sehingga memberikan kesan tidak
mempunyai tanggal jawab dan integritas terhadap pariwisata.
Karena segala program kegiatan yang dijalan Dinas Parwisata
adalah merupakan tindak lanjut dari apa yang sudah termuat dalam
visi misi untuk itu suatu keniscayaan untuk ditindak lanjuti dengan
perbub dan anggaran yang sesuai. Komunikasi pada tingkat
pemimpinan tertinggi belum optimal, hal ini dikarenakan ada isu
perpecahan yang berkembang, untuk memigurkan nomor dua dalam
pencalonan periode kedua, sehingga terjadi deadlock suatu
keputusan berjalan sebelah, maka sangat berpengaruh pada
pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan, lebih banyak komunikasi
secara top down, namun secara harisontal dan bottom upper tidak
terjadi dan koordinasi menjadi sangat lemah, bahkan komunikasi
dari atas pada paling atas ke paling bawah pelaksana kebijakan
menjadi suatu yang mustahil.

Ego sektoral yang masih melekat, pada kepemimpinan
dalam pelaksana kebijakan, baik secara vertikal maupun horizontal,



misalnya antara bupati dengan wakil, antara dinas PU dengan lain.
Sehingga anggaran masalah

Dengan demikian dua indikator komitmen dan komunikasi
kepemimpinan pada saat periode ini belum dapat mendukung
keseluruhan implementasi kebijakan di sektor pariwisata ini.

5.6. Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata

Terkait dengan strategi pengembangan pariwisata ke depan,
dari data nomor W. 21 sampai dengan W.25 dapat diintisarikan
bahwa dalam pengembangan ke depan harus melakukan kolaborasi,
antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pihak
investor. Dalam rangka mengembangkan pariwisata harus
mempunyai manajemen strategis, yaitu memenangkan persaingan
dalam kompetisi pada destinasi wisata. Kondisi lingkungan internal
dan eksternal sangat perlu dikaji, untuk menentukan langkah-
langkah yang strategis untuk diprioritaskan. Dalam hal ini, fakta
menunjukkan bahwa destinasi yang dipromosikan adalah sudah
mempunyai keunggulan dalam menarik wisatawan berkunjung ke
daerah ini, tentu carikan alternative yang lain sebagai penunjung
yang lebih spesifik, karena dalam strategi berperang dengan
kompetetor, harus mempunyai alternatif langkah yang lebih unggul
dalam memenangkan persaingan pasar yang ditawarkan.

Dengan demikian model yang dikembangkan harus
melakukan kolaborasi dengan investor dan masyarakat dalam
mengembangkan kearah yang lebih baik. Selain itu melalukan
langkah-langkah  strategis dengan  memberikan  beberapa
keunggulan produk yang ditawarkan dari pesaing kita.

Model komunikasi Pariwisata dalam mengkomunikasikan
objek wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut meliputi:

8. Promosi dalam bentuk Personal selling, yaitu berkomunikasi
langsung tatap muka antara Dinas Pariwisata kepada
wisatawan guna membentuk pemahaman terhadap objek
wisata seperti pameran dan event, pameran biasanya
diadakan sendiri maupun mengikuti pameran di daerah lain.



9. Iklan, merupakan bentuk komunikasi tidak langsung yang
didasari pada informasi tentang keunggulan suatu objek
wisata yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Yang disusun
sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan
dan melakukan kunjungan.

10. Direct marketing bauran promosi yang bersifat interaktif,
memanfaatkan suatu media iklan untuk menimbilkan respon
yang terukur dan traksaksi disemua lokasi, direct marketing
komunikasi promosi langsung ditujukan kepada konsumen
individual, melalui wabsite/ internet dan CD/ DVD.

Model komunikasi dilakukan melalui promosi dalam
bentuk personal selling, iklan, direct marketing. Permasalahan yang
terjadi yaitu kurang optimalnya pihak pelaksana mensosialisasikan
sehingga menyebabkan informasi yang disampaikan kurang
maksimal. Konsistensi komunikasi akan membantu komunikasi
yang disampaikan Dinas Pariwisata sehingga dapat mudah di
mengerti oleh masyarakat. Para penerima komunikasi yakni
masyarakat juga dapat memahami maksud dan tujuan yang sedang
dibicarakan. Konsistensi komunikasi dapat mencegah salah
informasi dari pihak Dinas Pariwisata di lapangan.

Implementasi melibatkan usaha dari policy makers untuk
memengaruhi apa yang oleh Lipsky disebut “street level
bureaucrats” untuk memberikan pelayanan atau mengatur prilaku
kelompok sasaran. Untuk kebijakan yang sederhana, implementasi
hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor,
karena kebijakan yang dilaksanakan ini adalah bersifat messo dan
bermuara makro, karena adanya usaha-usaha pelaksanaannya yang
melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi instansi terkait
kabupaten, kecamatan, dan pemerintah desa.

Dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan
kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan Pemerintah
Kabupaten, badan usaha dan masyarakat, secara serasi, selaras, dan
seimbang agar dapat mewujudkan potensi pariwisata daerah
Kabupaten Tanah Laut untuk bersaing di tingkat nasional maupun
internasional. Potensi pariwisata daerah yang dimanfaatkan menjadi



obyek dan daya tarik wisata dapat berupa keadaan alam, flora,
fauna, kebudayaan daerah Kabupaten Tanah Laut dan kebudayaan
nasional baik yang berwujud ide, kehidupan sosial maupun berupa
hasil karya manusia.

Bagaimanapun baiknya sebuah kebijakan, tanpa dukungan
dan partisipasi dari stakeholders kepariwisataan, tidak dapat
terimplementasi secara maksimal. Dukungan dan partisipasi dari
stakeholders dan masyarakat dapat diupayakan oleh leading sector
terkait melalui intensitas komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan
secara terencana dan terarah. Komunikasi dan sosialisasi dilakukan
sejak awal proses perencanaan, untuk menyerap berbagai alternatif
program pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan
para implementor. Dengan demikian apa pun program Yyang
direncanakan sebagai devariat dari kebijakan pengembangan
pariwisata, dapat direalisasikan, melalui dukungan penuh dari
stakeholders dan masyarakat.

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan,
dapat dianalisis bahwa persoalan yang muncul adalah terkait
dengan komitmen Bupati dalam memberdayakan stakeholders
kepariwisataan sebagai target groups melalui inisiasi berbagai
program unggulan yang dirancang sebagai satu kesatuan utuh pada
draft rancangan perencanaan sehingga kebijakan pengembangan
pariwisata akan menjadi populis bagi stakeholders kepariwisataan.
Indikasi terhadap kekuatan komitmen ini nampaknya belum sesuai
dengan harapan. Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten
Tanah Laut ditilik dari beberapa segi, yaitu partisipasi masyarakat
(Pengembang, Pelestarian dan Pelaksanaan), Struktur Kelembagaan
Dinas Pariwisata Kabupaten Tanah Laut, Pengalokasian Sumber
daya (aktor, finansial, organisasi, fasilitas), komunikasi dan
koordinasi; kondisi sosial, ekonomi dan politik, serta kepentingan
dari stakeholder dapat dikatakan masih rendah.

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut masih
diwarnai oleh dominasi pemerintah kabupaten semata. Bentuk
partisipasi konsultatif, pasif dan mengalir dari atas. Hal lain yang
menunjukkan kentalnya dominasi Pemerintah Kabupaten Tanah



Laut dalam aktivitas pariwisata tercermin dari program-program
yang dicanangkan dengan Dinas Pariwisata sebagai pelaksana.
Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Tanah Laut juga
ditentukan bagaimana penerimaan masyarakat yang ditunjukkan
dengan suatu sikap responsif terhadap kebijakan tersebut. Kondisi
lingkungan sosial Kabupaten Tanah Laut masih diwarnai dengan
kentalnya budaya feodalistik yang membungkus sirkulasi
kehidupan masyarakat. Imbasnya adalah hampir semua kebijakan di
ranah publik didominasi oleh pihak pemerintah semata, termasuk
kebijakan di bidang pariwisata. Masyarakat Kabupaten Tanah Laut
mengamini urusan kepariwisataan masuk dalam domain atau
otoritas pemerintah daerah belaka. Kalaupun ada partisipasi dari
masyarakat, itu hanya menyentuh sisi luar saja. Porsi terbesar masih
tetap digenggam oleh pihak pemerintah. Partisipasi masyarakat
Tanah Laut dalam aktivitas pariwisata masih rendah. Hal ini
disebabkan karena tingkat pemahaman masyarakat tentang
pariwisata yang masih sangat terbatas. Hal ini dilatarbelakangi oleh
tingkat pendidikan masyarakat Kabupaten Tanah Laut yang rendah
dan juga mayoritas masyarakat Kabupaten Tanah Lauty ang
berkutat pada di bidang pertanian. Sehingga pada saat Pemerintah
Kabupaten Tanah Laut memproklamirkan pariwisata sebagai sektor
utama dalam mengatrol pembangunan, masyarakat terkesan pasif
bahkan apatis.

Faktor ekonomi juga turut menentukan berjalan optimal
atau tidak sebuah implementasi kebijakan publik. Kondisi ekonomi
di suatu wilayah yang menjadi tempat dilaksanakan kebijakan bisa
mendukung ataupun menghambat implementasi kebijakan publik.
Aktivitas pariwisata apapun modelnya tentu saja menyetuh
kehidupan masyarakat baik langsung atau tidak. Hal serupa juga
terjadi pada saat mengimplementasikan Kebijakan Pariwisata di
Kabupaten Tanah Laut. Salah satu faktor kunci bagi efektif
tidaknya Implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten Tanah
Laut ditentukan oleh keberadaan faktor ekonomi di lingkungan
dimana kebijakan tersebut dijalankan. Masyarakat kabupaten Tanah
Laut pada umumnya bermata pencarian sebagai petani, walaupun



dari titik potensi yang dimiliki, semua wilayah yang ada di
Kabupaten Tanah Laut bisa dijadikan sebagai daerah pariwisata.

Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja
implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal
turut mendorong keberhasilan
kebijakan publik. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang
tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan
kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya implementasi
kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang
kondusif. Tentang bagimana sosial dan budaya masyarakat,
keadaan politik atau kekuatan politik yang sedang berkembang,
sumber ekonomi masyarakat atau mata pencaharian mayoritas
masyarakat sangat perlu diperhatikan agar suatu kebijakan itu dapat
dilaksanakan dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Kebijakan publik tidaklah hadir pada ruang hampa,
menurut Grindle tema yang muncul dalam sejumlah studi kasus
adalah sejauh mana rejim politik dan administratif berkomitmen
dan memiliki kekuatan untuk melaksanakan kebijakan yang sudah
dibuat.

Implementasi bersifat interaktif dari proses kegiatan yang
mendahuluinya. Pada hakikatnya implementasi kebijakan tidak
hanya sekadar proses administratif yang menerjemahkan suatu
kebijakan ke dalam tindakan rutin administratif. Namun sekaligus
sebagai proses politik yang melibatkan aneka konflik kepentingan.
Dengan demikian, kualitas kebijakan tidak bisa dipandang semata-
mata ditentukan oleh kinerja birokrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh
dimensi politik yang melingkupinya. Dalam kaitannya dengan hal
itu, situasi politik yang berkembang di Kabupaten Tanah Laut tidak
kondusif dalam mendukung efektivitas Implementasi Kebijakan
Pariwisata. Kondisi politik di Kabupaten Tanah Laut tidak kondusif
ditandai pasifnya bupati dalam mengimplemetasikan kebijakan.

Keberhasilan kebijakan pengembangan pariwisata di
Kabupaten Tanah Laut dapat dikaji berdasarkan perspektif proses
implementasi dan perspektif hasil. Pada perspektif proses, program
pemerintah dikatakan berhasil jika pelaksanaannya sesuai dengan



petunjuk dan ketentuan pelaksanaan yang dibuat oleh pembuat
program yang mencakup antara lain cara pelaksanaan, agen
pelaksana, kelompok sasaran dan manfaat program. Sedangkan
pada perspektif hasil, program dapat dinilai berhasil apabila
program membawa dampak seperti yang diinginkan. Suatu program
mungkin saja berhasil dilihat dari sudut proses, tetapi boleh jadi
gagal ditinjau dari dampak yang dihasilkan, atau sebaliknya.

Dengan demikian dapat dikatakan kesesuaian antara
pelaksana dan penerima manfaat belum dapat dikatakan sesuai. Hal
itu terlihat dengan implementasi Kebijakan Pariwisata di Kabupaten
Tanah Laut lebih cenderung menggunakan pendekatan top-down.
Akibatnya ruang partisipasi bagi masyarakat sangat terbatas.
Jejaring dalam mempromosikan Pariwisata di Kabupaten Tanah
Laut sangat terbatas, Kinerja implementator/agensi kebijakan belum
optimal, terbatasnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia
yang tersedia, dan ego sektoral yang masih sangat kuat, sehingga
koordinasi dan komunikasi tidak berjalan efektif, serta Lingkungan
Sosial, Ekonomi, dan Politik yang membungkus sirkulasi
kehidupan masyarakat di Kabupaten Tanah Laut cenderung
menghalangi terjadinya Implementasi Kebijakan efektif.

Dari uraian tersebut di atas dapat dianalisis bahwa kondisi
tersebut menunjukan komitmen dan pemahaman dari sebagian
masyarakat pariwisata yang belum maksimal, sehingga persoalan
pariwisata senantiasa menawarkan berbagai masalah yang semakin
akut, dan semakin sulit untuk diselesaikan. Terlepas dari berbagai
permasalahan yang muncul dan sedang dalam penanganan
pemerintah kabupaten melalui SKPD terkait, memperhatikan
karakteristik objek dan daya tarik wisata, dan tradisi masyarakat,
serta tuntutan pasar wisata yang dihadapi, maka pengembangan
pariwisata di Kabupaten Tanah Laut senantiasa tetap
memperhatikan beberapa prinsip yakni; prinsip keberlajutan
(sustainability), prinsip partisipasi masyarakat atau community
based tourism development dan prinsip terhadap daya dukung
lingkungan pariwisata (environmental carrying capacity) agar
pengembangan pariwisata tetap dapat dijaga kelestariannya.



Namun demikian, terkait dengan kewenangan dalam
pengelolaan destinasi wisata di Kabupaten Tanah Laut, informan
dari unsur anggota DPRD mengungkapkan bahwa sampai sekarang
tidak ada kejelasan pihak yang bertanggung jawab dalam
pengelolaan kawasan wisata, seperti yang terjadi pada kawasan
pantai Tanah Laut, padahal sudah ada Perda dan Perbup-nya tapi
sampai sekarang tidak jelas pengelolaannya, dan tidak terdapat satu
SKPD pun yang bertanggung jawab dalam pengelolaan kawasan
pantai Tanah Laut, yang merupakan destinasi unggulan.

Kapasitas unsur pelaksana merupakan penunjuk kapasitas
institusi dalam pelaksanaan program yang dapat berpengaruh
terhadap implementasi kebijakan. Aktivitas para pelaksana,
keahlian yang dimilikinya, dedikasi pada tugas, dukungan elit
politik dan akses sumber daya yang memadai akan meningkatkan
kemampuan pelaksana kebijakan dalam mengatasi berbagai
tuntutan yang timbul dari pelaksanaan kebijakan yang menjadi
tanggungjawabnya.  Kemampuan para  pelaksana  dalam
merumuskan tujuan akan menentukan dampak yang dihasilkan dari
pelaksanaan kebijakan. Apakah tujuan dinyatakan secara jelas atau
ambigu dan apakah pejabat politik dan administratif dalam
menyepakati tujuan didasari oleh kemampuan yang memadai. Dari
hasil observasi yang dilakukan, di Kabupaten Tanah Laut sudah ada
badan dengan nomenklatur seperti yang dimaksud, yaitu Dinas
Pariwisata. Namun di lapangan keseriusan bupati melalui Bappeda
patut dipertanyakan karena tidak ada anggran Kkhusus untuk
pengembangan Pariwisata. Dinas Pariwisata menjadi kebutuhan
yang urgen untuk pengembangan sektor pariwisata, karena
keberadaannya akan menjadi komponen penguat jejaring industri
pariwisata dan masyarakat pariwisata di Tanah Laut.

Dampak ketiadaan anggaran maka pelaksanaan promosi
wisata daerah belum digarap secara optimal, dapat dilihat dari data
kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan lokal yang
berkunjung ke Kabupaten Tanah Laut. Unsur promosi pariwisata
diharapkan menjadi alat utama untuk melakukan destinasi ke
Kabupaten Tanah Laut. Dalam melaksanakan perannya sebagai



leading sektor pengembangan pariwisata, Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut membutuhkan dukungan penuh dari
masyarakat sebagai salah satu pihak yang bersentuhan secara
langsung dengan wisatawan di setiap obyek wisata.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, menunjukkan
bahwa sebagian masyarakat belum memiliki mind set pariwisata
seperti yang diharapkan, sehingga hal tersebut mempengaruhi
efektivitas peran dari pemerintah daerah sebagai motivator dan
dinamisator dalam pengembangan pariwisata.

Karakter yang penting dimiliki implementor adalah
komitmen, kejujuran dan demokratis. Implementor yang memiliki
komitmen tinggi dan jujur cenderung bertahan diantara hambatan
yang ditemuinya dalam implementasi kebijakan. Kejujuran
mengarahkan implementor untuk tetap berada pada “arus”
kebijakan yang telah ditetapkan. Komitmen dan kejujurannya juga
akan membawanya semakin antusias dalam melaksanakan setiap
tahapan kebijakan secara konsisten. Sikap demokratis dari
implementor seperti melakukan sharingdengan kelompok sasaran
akan meningkatkan kesan baik implementor di depan kelompok
sasaran. Sikap ini juga dapat menurunkan resistensi dari masyarakat
dan menumbuhkan rasa percaya dan kepedulian kelompok sasaran
terhadap apa yang dikatakan dan dilakukan implementor tentang
suatu kebijakan.

Dinas Pariwisata sebagai implementor kebijakan amat
memahami  bahwa  terdapat berbagai  kelompok  yang
berkepentingan dengan kebijakan pengembangan pariwisata, yang
dengan sendirinya akan membantu Dinas Pariwisata dalam
mengembankan sektor kepariwisataan, sehingga kerjasama yang
baik melalui pelibatan secara aktif kelompok-kelompok
kepentingan tersebut dalam berbagai program kerja yang sudah
dirumuskan, akan memudahkan pemerintah daerah dalam
percepatan pencapaian tujuan pengembangan pariwisata di
Kabupaten Tanah Laut, dibawah koordinasi Dinas Pariwisata
Kabupaten Tanah Laut.



Respons para implementor terhadap kebijakan, yang akan
memengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, yakni
kognisi atau pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas
disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki,
merupakan dimensi selanjutnya dari isi kebijakan. Suatu kebijakan
yang menginginkan perubahan yang besar, maka semakin sulit
dalam implementasinya. Dalam hal ini, perubahan yang besar yang
merupakan tujuan dari suatu kebijakan maka terdapat kesulitan
dalam mencapai tujuannya. Tingkat perubahan yang diharapkan
dari kebijakan akan mempengaruhi perbedaan dalam tingkat
perilaku. Program tertentu memerlukan adaptasi yang lama untuk
diterima karena membutuhkan proses pemahaman yang relatif
lama, sehingga dapat menimbulkan perubahan sebagaimana
diharapkan dalam isi kebijakan. Sementara itu adapula program
yang tidak memerlukan waktu lama untuk beradaptasi dan
memperoleh dukungan yang cukup serta partisipasi dari pihak
penerima kebijakan. Manfaat lain dari kebijakan pengembangan
pariwisata ini jelas tidak hanya secara kuantitatif terkait dengan
kontribusinya terhadap peningkatan PAD dari berbagai sektor
kepariwisataan  tetapi  juga  mengungkit  prinsip-prinsip
pemberdayaan vyaitu partisipasi dan penguatan masyarakat
pariwisata seperti peningkatan kemampuan dan kapasitas pelaku
usaha, peningkatan kelembagaan kepariwisataan, serta tumbuhnya
perubahan sikap dan perilaku masyarakat terutama dengan
mengedapankan hospitality dalam konteks sadar wisata.

Tentang aksesibilitas stakeholders kepariwisataan terhadap
sumber pendanaan yang akan membantu mereka dalam
melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang menunjang
penguatan kelembagaan, tidak terakomodir dengan jelas. Padahal
program penguatan kelembagaan pun merupakan salah satu
program akselerasi yang senantiasa disosialisasikan oleh Bupati
dalam berbagai kesempatan.

Kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil
langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya
terhadap masyarakat.



Dari hasil wawancara dapat dianalisis, karena anggota
legislatif juga memiliki hak budget maka pendekatan politis dalam
menentukan sasaran tidak bisa diabaikan. Faktanya DPRD memiliki
konstituen yang harus diperjuangkan aspirasinya sehingga kadang
tidak lagi berfokus pada orientasi obyektif kepada tujuan dan
sasaran pembangunan. Hal ini bercampur dengan kepentingan
kepala daerah, yang juga adalah pejabat politis.

DPRD sesungguhnya sangat mendukung program
pengembangan pawisata. Sehingga pada tahapan implementasi
program pengembangan pariwisata ini akan didukung oleh elit yang
memiliki  kepentingan sejauh mana masyarakat menerima
manfaatnya. Penting disini bahwa apabila sebuah kegiatan telah
dirancang dengan jelas mulai dari nomenclaturnya maupun target
kinerja dan sasarannya dalam kata lain memenuhi aspek pendekatan
teknokratik dan bottom up secara lugas, maka pemilik kewenangan
sekalipun susah untuk memberi pengaruh. Melihat hal tersebut
maka titik strategis juga ada pada tataran pemerintah daerah yakni
pada alur kebijakan pengembangan pariwisata yang sebagian besar
dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata, dengan struktur, tugas pokok
dan fungsi sudah sangat jelas dan mapan.

Berdasarkan uraian di atas, hasil penelitian menunjukkan
terdapat faktor-faktor yang menyebabkan implementasi kebijakan
pariwisata di Kabupaten Tanah Laut belum efektif, yakni; sasaran
dan target strategi pengembangan pariwisata di Kabupaten Tanah
Laut, belum secara jelas dapat diukur. Sumber daya yang tersedia,
baik sumber daya manusia maupun sumber daya keuangan dalam
mendukung pelaksanaan strategi pengembangan pariwisata sangat
minim. Koordinasi lintas dinas dan lintas stakeholders yang
dilakukan Dinas Pariwisata belum terlaksana secara -efektif.
Komunikasi antar organisasi, SOP (Standar Operasional
Prosedur), dan struktur kerja belum terlaksana secara efektif. Sikap
para pelaksana berkaitan dengan pemahaman, kapabilitas,
komitmen dan kualitas kepemimpinan didalam pelaksanaan strategi
pengembangan pariwisata belum optimal. Daya dukung



lingkungan sosial, ekonomi dan politik melalui DPRD dan
dukungan SKPD lain belum optimal.

Dapat dikatakan, implementasi kebijakan Pengembangan
Pariwisata di kabupaten Tanah Laut belum berjalan secara
maksimal. Terlihat kerja sama dan koordinasi antara pemerintah
dan masyarakat belum maksimal. Timbul konflik dalam status
tanah pantai di objek wisata kabupaten Tanah Laut. Sarana dan
prasarana  belum  memadai.  Sumberdaya  pembangunan
kepariwisataan di kabupaten Tanah Laut sudah didukung oleh
sumberdaya manusia, namun umumnya belum professional dan
belum mendapat dukungan dana memadai dari pemerintah.

Sebaiknya standar dan sasaran kebijakan perlu lebih
diimplementasikan yaitu diharapkan kerjasama dan koordinasi
antara pemerintah dan masyarakat, agar tidak terjadi konflik dalam
pengelolaan pantai di objek wisata kabupaten Tanah Laut. Terkait
dengan masalah dana pengembangan program obyek wisata
kabupaten Tanah Laut perlu ditingkatkan kerjasama dengan
investor. Terbatasnya anggaran, sarana dan prasaran pendukung
yang belum maksimal, belum adanya Standart Operating
Procedure (SOP) terkait pengembangan pariwista.
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